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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di
Provinsi Jambi merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan
Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaan berbasis
kinerja (Result-Based Payment/ RBP) berjalan sesuai prinsip perlindungan lingkungan dan sosial
yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Jambi dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu
pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPDLH serta regulasi
nasional yang berlaku.

Selama periode pelaporan Oktober 2024 hingga Desember 2025, implementasi safeguard
menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip safeguard BPDLH (ISP 1-ISP
12), khususnya pada aspek kepatuhan hukum, tata kelola kelembagaan, pengelolaan risiko
lingkungan dan sosial, serta pelibatan pemangku kepentingan. Seluruh tahapan program—mulai
dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan—didukung oleh landasan hukum yang kuat,
termasuk SK alokasi RBP REDD+, regulasi REDD+ nasional, SOP program, serta berbagai
dokumen legal seperti SK tim kerja, perjanjian kerja sama, dan dokumen perizinan lingkungan
(SPPL) yang memastikan legitimasi dan akuntabilitas kegiatan.

Dari sisi kelembagaan, sistem safeguard diperkuat melalui keberadaan struktur pengelolaan yang
jelas, termasuk penunjukan Lemtara, pembentukan tim pelaksana, serta penempatan staf khusus
safeguard di tingkat nasional dan provinsi. Mekanisme ini memungkinkan fungsi monitoring,
verifikasi, dan pelaporan berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu,
kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara
berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman penerima manfaat terhadap standar
safeguard dan akuntabilitas program.

Dalam aspek sosial, program telah menerapkan prinsip partisipasi dan inklusi melalui pelaksanaan
FPIC yang terdokumentasi, serta pelibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok
penerima manfaat dalam seluruh tahapan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan
atau relokasi paksa, karena seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela, termasuk melalui
dokumen pernyataan komitmen pemanfaatan lahan. Program juga mendorong keterbukaan
informasi melalui sosialisasi, koordinasi, serta publikasi kegiatan, meskipun masih terdapat
tantangan dalam optimalisasi dokumentasi dan publikasi di kanal resmi pemerintah.

Dari sisi lingkungan, kegiatan program telah mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui
pemenuhan perizinan lingkungan, keberadaan dokumen perencanaan teknis (Rantek)
memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan secara terencana, sesuai kaidah teknis, dan
mendukung keberlanjutan ekosistem. Dalam aspek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja,
program telah menerapkan standar K3 melalui penggunaan SOP patroli, pelaksanaan safety
briefing, serta penggunaan perlengkapan keselamatan seperti sepatu lapangan. Selama periode
pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja, yang menunjukkan efektivitas penerapan
sistem keselamatan kerja.

Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain belum optimalnya konsistensi
dokumentasi (terutama pada short briefing dan pengelolaan limbah), keterbatasan publikasi
kegiatan di kanal resmi, serta masih perlunya peningkatan partisipasi perempuan yang saat ini
berada pada kisaran 27% dari total peserta kegiatan. Selain itu, sebagian dokumen legalitas
kelompok dan lokasi program masih dalam proses pengumpulan dan akan dilengkapi pada periode
berikutnya.



PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2
merupakan komitmen BPDLH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung
pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai
Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDLH menghimpun, mengelola, dan
menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based
Payment/RBP) REDD+.

Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga
kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan
Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management
System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi
standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan
BPDLH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.

Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di
Provinsi Jambimemenuhi prinsip perlindungan BPDLH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan
pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat,
kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa
implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan
ekosistem hutan.

Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada
BPDLH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip
perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah
mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi.
Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jambi
memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga
pelaporan mematuhi standar ISP BPDLH.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh
potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi,
diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan
untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan
masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan
berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan
masyarakat di Provinsi Jambi.



UG @ #

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH,
yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024-2025:

ISP Deskripsi Kepatuhan
ISP 1. 1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP
Kepatuhan REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1
Terhadap Hukum tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas

C e Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS
BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang
diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan
pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai
bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas:

a) SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana
Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 — 2016
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan |l “Result
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada
tanggal 23 Desember 2023.

a-

LAMPIRAN
K

SAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
HUTANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUBLIK INDONESIA
NOMOR SK. I’KQSIME\LHK/SETJE\/KUV[ 1/2023
TE!

a

DEGRADATION REDDY  FOR R
PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE
OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN

ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING
EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR
RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2

" BASED PAYMENT FOR VERIFIED

UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II
“RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION® ALOKASI PI

UNTUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIE

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No Provinsi
usD

Papua
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur

Menimbang a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based 1
Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and 2
Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 3
yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 4
1038 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; s

hv\a pelaksanaan kegiatan Results Based Payment IREPA 7
Reducing Emissions from Deforestation and Forest N
Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green >
Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II

“Result Based Payment for Verified Emission Reduction”
roporsional per Provinsi;

sebagaimana

huruf b, perlu menetapkan 13 8

dan Kehutanan 14 544

Dana Results Based 15 2
Payment (RBPI Reducing Emissions from Deforestation and 16 1.131.119
Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 17 945.884
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori 18 812.166
Pemanfaatan 1l “Result Based Payment for Verified 19 757.255
Emission Reduction”; 20 692.253
21 141.058
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 41 tshun 1999 ~tentang =5 $i9.685
2 mana telah beberapa kali diubah 5o S0n.40%
ndang Nomor 6 Tahun 2023 5 357 159
n  Pemerintah Pengganti 28 2e5 453

hun 2022 tentang Cipta °

Kerja menjadi Undang-Undang; 26 227.493
2 chalur'\n Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang a7 205.488
ambut 28 205.488
scb agaimana telah diubah dengan Pua(umn Pemerintah 29 I’\( pulauan Riau 205.488
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 30 Jawa Barat 205.488
31 | Bali 205.488

Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi,
mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan
Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 — 2016 Green
Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan Il “Result based payment for
verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023,
yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup
pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara
pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana di
Provinsi Jambi diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen
kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme
pencairan, safeguard dan ketentuan audit.
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Deskripsi Kepatuhan

b) Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of

Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon

Stock

A A
b )
\W/
e
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPURLIK INDONFSIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/201
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION
AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca
nasional scbesar 29% (dua puluh sembilan persen)
(unconditional) sampai dengan 41% (empat puluh satu
persen) (conditional) dibandingkan dengan Bussines as
Usual - BAU pada Tahun 2030 dilaksanakan melalui

kegiatan mitigasi diantaranya bidang Penggunaan

Lahan, Lahan dan
(Land Use, Land Use Change and Forestry);

b. bahwa dalam  penyelenggaraan  pengendalian

iklim, Lingk Hidup dan

bertugas
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
perubahan iklim;

c. bahwa aksi mitigasi di sektor kehutanan melalui
pengurangan cmisi dari deforestasi dan degradasi

hutan, konscrvasi stok karbon hutan, pengelolaan

Dasar pelaksanaan program RBP
REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi
merujuk pada Peraturan Menteri LHK
P.70/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini
menetapkan kerangka nasional yang
mengatur bagaimana pemerintah dan
para pihak merencanakan,
melaksanakan, melaporkan, serta
memverifikasi  kegiatan  penurunan
emisi di sektor kehutanan. Dengan
merujuk langsung pada peraturan
tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi
menjalankan program secara
terstandar, terukur, dan selaras dengan
pedoman nasional REDD+, sehingga
seluruh intervensi di tingkat Provinsi
Jambi berada dalam satu kerangka
sistem  yang  Kkonsisten  secara
metodologis maupun kelembagaan.

c) Peraturan Gubernur Jambi Jambi No.32.A Tahun 2012

352/Kep.Gub/Setda.Ekbang&SDA -4.2/2013 tentang Strategi dan

Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 — 2032 (Dokumen Kaiji Ulang

SRAP REDD+ Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2032)

GUBERNUR JAMBI

Jalan Jenderal A. Yani No. 01 Jambi

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 352/ KEPGUS/ SETDA EKBANG&SDA-4.2/2013
TENTANG

STRATEGI DAN RENCANA AKS! PROVINSI REDD+
REDUC

PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 - 2032

‘GUBERNUR JAMEI,

Memp Keputu or - 386/Kep-Gubl/FkbangSDAV2011
tentang
MEMUTUSKAN
Menctapkan KEPLTUSAN GUBERNUIR JAMBI TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINS
WINSI
IANBITAHUN 20122032
KESATU Mengesafkan dan menetapkan Dokumen Usarma dan Dokumen isalah Exsekuit
SRAP R Tahun 2012 - 2032 sebaga ntum dalam
KEDUA Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktur KESATU merupakan penjabaran
derivisi, mis tujuan dan prinsip yang penyusunannya berpecorman pada STRATAS
KETIGA
< Pedoman Kk pemancku amanah terkait dalam menyusun kegiatan
persiapan dan kegiatan implementasi penuh REDD=di Provinsi Jamb dan
. Bahan pertimbangan teknis dan rjukan ke
KEEMPAT Keputusan ini muai berlaku sejak tanggal iteta
Ditctapkan ci Jambi
Padatangal
Tembusan:
1. Menteri Kehutanan &l

Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi sejalan dengan Peraturan
Gubernur Jambi No.32.A Tahun 2012 352/Kep.Gub/Setda.Ekbang&SDA -4.2/2013
tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 — 2032 secara
tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai
target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini menunjukkan
adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi dengan inisiatif
global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan

sebagai strategi kunci pengurangan emisi.
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2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+
Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan
Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan

Sosial BPDLH.

® O g 7

Pedoman Operasional Program
RBP REDD+ GCF Output 2

DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU

ENVIRONMENTAL AND
SOCIAL MANAGEMENT
SYSTEM

2021

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN
HIDUP (BPDLH)

AND SOCIAL SYSTEM (ESMS) MANUAL OF
INDONESIAN ENVIRONMENT FUND

/ I‘FN,“‘\HU\ l{
Lembaga Perantara (Lemtara)
menyusun Standar Operasional

Prosedur (SOP) sebagai pedoman
teknis pelaksanaan Program RBP
REDD+ GCF Output 2. SOP ini
disepakati bersama Pemerintah
Provinsi Jambi untuk memastikan
keselarasan tata kelola, kejelasan
alur kerja, dan kepastian prosedur
pada seluruh tahapan implementasi,
serta disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan No.
124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan Dana  Lingkungan
Hidup.

Dokumen SOP ini menjadi acuan
bagi Lemtara dan Entitas Penerima

Manfaat dalam mengelola dan
mengadministrasikan dana proyek
secara tertib, transparan, dan
akuntabel. SOP mengatur tata kelola
proyek, mekanisme penyaluran
dana, pengelolaan kegiatan,
koordinasi, serta persyaratan

administratif yang wajib dipenuhi
dalam pelaksanaan program.

Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada
Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial
(Safeguards).




# bpdh

N v y
Y@
Deskripsi Kepatuhan

3. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov
Jambi (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama)

m PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Fiogst BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BE3) '\ RM. Noor Admadibrata Nomo inaipura, Jambi 36122
* Teloon 0741 2057 63434, ARG mm)asm 0212
Toonms” Nanecpedramtl Al /’/, PENARULUFOLNOATIOY
Jambi, 4 Juni 2024 &/ e P

Nomor  :0501574/Bappeda4.1VI/2024 G
Sifat  :Segera
Lampiran  : 1(satu) berkas ANTARA
Hal : Penunjukan Lembaga Perantara Penyalur Dana Result Based
Payment Program Groen Climale Fund (GCF) Output 2
Provinsi Jambi Tahun 2024/2025.

PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN
Kepada

Dlmhur Emkum Yayasan Penabulu
di-

YAYASAN PENA BULU

Tempat TENTANG

Menindaklanjuti Surat Yayasan Penabulu Nomor: 161/SB/PENABULUNI2024
tanggal 3 Juni 2024 Perihal: Surat Penawaran sebagai Lembaga Perantara, Pemerintah
Provinsi Jambi telah memutuskan Lembaga Perantara (Lemtara) untuk penyaluran dana

(GCF)
Tahun 202472025, mengacu pada Kritera :

PENGELOLAAN ALOKASI DANA RESULT BASED PAYMENT GREEN
CLIMATE FUND OUTPUT Il DI PROVINSI JAMBI

Nomor : PKS-1709/BAPPEDA-4/V1/2024
Nomor : 198/PK/PENABULU/V1/2024

a. Lembaga perantara kategori Besar terakreditasi BPDLH;

b. Pengalaman kerja;

c. Kapasitas pengelolaan keuangan;

d. Pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan;

e. Rencana kerja yang diusulkan.

Bersama insi Jambi menunjuk Yayasan
Penabulu sebagai Lemtara untuk penyaluran dana RBP Program GCF Output 2 Provinsi
Jambi Tahun 202412025

Untuk proses selanjutnya agar Bapak dapat segera berkoordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai Koordinator penerima
manfaat dari dana RBP Program GCF Output 2 Provinsi Jambi. Telanaipura, Jambi, berdasarkan

Demikian disampaikan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasin.

Pada hari ini Jum'at Tanggal 14 Bulan Juni Tahun 2024 bertempat
di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

AGUS SUNARYO : Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Dacrah Provinsi Jambi,
berkedudukan di Jambi, Jalan RM

Noor  Admadibrata  Nomor 1,

surat kuasa Gubernur Jambi Nomor
020.1/1602/SETDA.PEM-

OTDA.3.1/VI/ 2024, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Jambi,
s s selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
IP 196608‘4 1993031004 EKO KURNIAWAN : Dircktur Eksckutif Yayasan Pena
Tombuen Bulu, berkedudukan di Jakarta,

1. Gubemnur Jambi; KOMARA
2. Sekretaris Daerah.

Komplek Rawa Bambu 1, Jalan D.

Penunjukan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara oleh Pemerintah
Provinsi Jambi merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap kerangka hukum dan
tata kelola yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi melalui
mekanisme yang sah, didukung oleh dokumen legal berupa surat penunjukan
Lembaga Perantara (Lemtara) serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama
(PKS) antara para pihak.

Proses ini memastikan bahwa seluruh peran, tanggung jawab, serta kewenangan
Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara memiliki dasar hukum yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan PKS juga
mengatur secara rinci aspek implementasi program, pengelolaan dana, mekanisme
pelaporan, serta pengawasan, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam
pelaksanaan kegiatan.

4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Jambi
dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal
pelaksanaan kegiatan seperti SK Tim Kerja dan penetapan wilayah kerja RBP
REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi)

Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima
manfaat, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan beberapa Surat
Keputusan (SK) yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi
terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen
ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lemtara dan penetapan
lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas
program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah.

Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi
dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan,
memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi
program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan
adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki
kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang
sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama
implementasi program.
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a) SK Gubernur Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub
Nasional Penyelenggara Program RBP REDD+ GCF Output 2, mencakup
didalamnya Bidang Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau
Safeguard

N & )
\ / IV. Bidang Perhitungan
- >/ Karbon/ MAR
2 v 1. Ketua : Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A.
2 2. Anggota : 1. Terra Hakim Azwar, S.Hut.
GUBERNUR JAMBI 2. Yan Faisal, S.P.
3. Latifah, S.T.
4. Doni Osmond, S.H.,M.H
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI S. Willya Eka Sari, S.P.
6. Dr. Asnelly Daulay,
NOMOR 2 /KEP.GUB/BAPPEDA-4.1/2025 M.Nat.Res.Ecs.
7. Dien Novita, S.P.
TENTANG 8. Hendra Yunaldi, S.E.
9. Dian Matiyosa, S.T.
KOMITE PENGARAH TEKNIS PROVINSI DAN SUB-
NASIONAL PROGRAM RESULT BASED PAYMENT REDUCING EMISSIONS V. Bidang Kerangka
[FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION GREEN CLIMATE Pengamanan Sosial dan
[FUND OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 ;,mym,,m atau
1 Kemu Subhan, S Hut.
GUBERNUR JAMBI, 2. Anggota 1
2
3

Menimbang  :a. bahwa K Menteri Lingky b
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5.
SK.1398/MENLHK/Setjen/KUM.1/2023, Provinsi 6.

Jambi telah ditetapkan mendapatkan Alokasi Dana 7. M.Si.
Result Base Payment (RBP) REDD+ for Results Period 8. M. Basuli Hadiarsah, S.Hut.
2014-2016 GCF Output 2 sebesar USD 2.287.204; 9. Evi Gustina, SE.

b. bahwa alokasi Green Climate Fund Output 2 Provinsi 10. Sepriyadi, S.E.

Jambi untuk 11. ltham Putra Madani, S.Tr,IP.
target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi
Jambi sebesar 15 Juta Ton Co2e pada Tahun 2026; V1. Bidang Monitoring dan

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Green Evaluasi
Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi tersebut, 1. Ketua ¢ Dina Slancenrl S.STP,M.M.
dipandang perlu membentuk Komite Pengarah Teknis 2. Anggota : 1. Maina Fitria, S.IP.M.Si.
Provinsi dan Sub-Nasional Program Result Based z. Febri Suherdiansyah, M.Kom.
Payment Reducing Emissions From Deforestation and 3. llham Akbar, S.STP.,M.H.
Forest Degradation Green Climate Fund Output 2 4. Budi Hermanto, S.E,M.M.
Provinsi Jambi Tahun 2025; 5. Sinta Octora, S.Pt.

d. bahwa i 6. Inten Suseno, S.IP.M.E.
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu 7. Jaya Nofyandri, S.H.
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi; 8. Musri Nauli, S.H.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang .
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 ‘GUBERNUR JAMBI,
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Hidup o
(Lembaran Ncgﬂm Republik lndoncxm Tahun 2009 HOAL
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

b) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Pelaksanaan Teknis Kegiatan
REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2024 -
2025

Lampean  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS| JAMBI Tentang
PEMERINTAHPROVINSIJAMBI PPELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN REDO+ GCF OUTPUT 2 LINGKUP
!@ DINASKEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROVINS| JAMS
z Jalan Aref Rachman Hakim No. 10 Telepon0741-62205F axsimie074161545 Nomor 'B-000-326/KEP. KDK/Dishut-1.1/XI112024
Pos o Gnas eisnangom e com
2 KodePos.36124 Tanggal 11 Deve 2024
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS! JAMBI No| NAMARNS | JABATAN
NOMOR: B-000-326/KEP.KDK/Dishut-1.1/XIl/2024 [ ! ? !
{737 Andn Yuzhar Andria, Fut Penanggung Jawab bidang PPH
NIP. 197101192000031001
PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN REDD+ GCF OUTPUT 2 |72 | Fi Gushendra, §H | Penanggung Jawab bidang PKSDAE
LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI NIP_ 187008112000121001
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025 3. | Marino, S STP., MAP Penanggung Jawab bidang PDAS dan RHL
NIP. 196703302006021001 e
Menimbang :a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 4. | Bambang Yulisman, S.hut Penanggung Jawab bidang PPMHA
kegiatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and __| NIP. 198107092000041007 T
Forest Degradation) GCF Output 2 di Provinsi Jambi tahun 5. | Neneng Susanti. S.Hut. M. Si NIP. Penanggung Jawab_untuk ruang lingkup.
anggaran 2024-2025, perlu menunjuk  pelaksana teknis UPTD KPHP Kerinci Unit |
kegiatan. 6 |Arbain, ST Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD
b. NIP.19760304200312 1 004 KPHP Limau Unit VIl Hulu Sarolangun
Bahwa Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan butir a diatas, _ |
periu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Dinas 7. | FeriIrawan, S.1P Penanggung Jawab untuk ruang lingkup | u?m
Kehutanan Provinsi Jambi. 0 | NIP. KPHP Unit IX Tebo Barat
8 | Budikus Yulianto Penanggung Jawab untuk ruang ingkup TPTD|
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan NIP. 197307132006041004 KPHP Unit X Tebo Timur |
United Nations Framework Conuention on Climate Change o [ Afrizal, 5P, MSI ‘Pejabat Pembuat Komitmen Untuk ruang
(Konvensi_Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa NIP. 197409291999031002 legiup UPTO KPHP Batang Har Lt XI dan \
teniang Prubehan_Ikim) (Lembaran Negara Repubik A
Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran 70| Oidi Apriansyah Risman, S.€ = Gk roang ingkup UPTD|
Negara Republik Indonesia Nomor 3557): NIP. wm.m 11994031003 KPHP On u:m xm Muaro Jambi_ |
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem T e Pejabat Permbuat Komitmen Gk |
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran N |
Republik Indonesia Tahun Tembehan 5 NIP. 19671 |$) 198903 1005 lmqkup UPTD KPHP Unit XIV Tlﬂ]\llq Jlb\mg
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa:
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten [ yj. Aryen Dessy, S.P F-n-rvwamh untuk ruang lingkup UPTD
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia NIP. 19745171994032003 | Tahura J
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah Dhtotapkan : Jambi
dengan Peraturan_Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pada Tanggal. 11 Desember 2024
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- s
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor KERALADINAS,
246);
4. Undang § Tatun 1990 tentang Konservasi

Undang N

SUMWGBYB yati dan Ekosistemnya;
Undang - Undang N 41 Tamun 1998 ontang Kohutanan;
Undang - Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan
IKim (The United Natons Framework Convention Climate Ax,.,mp ggsums“ MH
Change - UNFCCC);

- Undang-Undang Noror 18 Tahun 2022 fentang Provis Jambi ey bt
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2022 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6807);

o0

c) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Penunjukan Tenaga Administrasi
Kegiatan REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
2024 -2025
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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI T [WiraWarina, | S1 Pengoloia | 1. Membuatusuian UPTD | Rp.
DINASKEHUTANAN SPd Administrasi | permintaan KPHP | 3200.000.-
S e " Lidung, 25 pembayaran Limau
_—. Pos-€ inas kehutanangmed com Desember 2. Menyiapkan dokumen | Unit VIl
L S KodePos. 36124 1999 pertanggungjawaban | Huku
keuangan Sarolangu
3. Membuat I a
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS! JAMBI Tooksstibnanper |
unit kerja
NOMOR: B-000-152/KEP.KDK/Dishut-1.11112025 4. Me,.ws‘.m menata,
menyimpan arsip
TENTANG kumen
PENUNJUKKAN TENAGA KEGIATA! 5. Menytapkan
OUTPUT 2 LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI administrasi lainnya
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025 Zﬂ:};““g“”ﬂ" oleh
Menimbang e Bahwa dalam rangka penyelesaian administrasi pertanggung
jawaban keuangan menunjang pelaksanaan kegiatan REDD E——
(Reducing Emssions from Deforestation and Forest Degradation) Pace Tangoss 16 Maret 2025
GCF Output 2 G Provinsi Jambi perlu dibantu oleh tenaga
adiolcioas KEPALA DINAS,
b, Bahwa Pengangkatan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
Kehutanan Provinsi Jambi.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 fentang Kehutanan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor_ 167.
ambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3388)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubik ALGIRAAD BESTARISH, i
Indonesia Tahun 2020 Norhor 245, Tambaan Lemgaran Negara Pembis Usme Madye
republik Indonesia Nomor 6!
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
in Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dibah beberapa kali terakiir
dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indoﬂesna Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutana
Peraturan _Presiden _ Nomor un 2021 tentang
Penydlenggaraan Niai Exonomi Karbon untur Pencapolon Tarogt
Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomof 249).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK 06/2020 tentang
Tata Cara Pongelolaan Dana Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 21 ahun 2022 entang Tata Laksana Penerapan
Nilai Ekonomi Karbor
8. Peratuan Drekur Utama Badan Pengeloa Dana Lingkungan Hidup
{BPDLH) Nomor 18 Tahun 202 tentang Pedomman Penyaluran Dan
Program ngkungM
9. Poratran Deeron Prowre. Jambs Nomor 8 Tahun 2016 tertang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
Doumen i1 aHaRGHRIA $0CAD SUKI mareABn SATANKE SKTOPS o e sy s e e s s
‘bese s 7999 St e B Besar S vtk BSIE) Bacin Soer dar San3 Hegwrn
PEMERINTAH PROVINS! JAMBI
'BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
N W, Joian R M Noor Agmad Teanapura. Jamts 36122
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN PRINSIP
MANTAUAN LINGKUNGAN HID! KEGIATAN YANG POTENSI RESIKO UPAYA MITIGAS!
N TERPICU
Kami yang bertanda tangan & bawah ini selaku penanggung jawab kegistan yang sosial) terhadap gender dan kelompok rentan dari
bertindak atas nama kegiatan
Noma Instans BAPPEDA Provisi Jambs
il ISP4  Pelaksana kegiatan Pelaksana kegiatan
amat Bogorejo, Tebing Tingg, Kec. Tebo Tengah 1) Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan 1) Mengupayakan dokumen lingkungan kegiatan,
Nomar Telp. 08127309341 (ingkat nasional s/d okal, termasuk ketentuan 2) Menunjuk pegawailstaf yang bertanggung jawad
Emai agussunaryos6@gmat.com tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku (6dak dalam pengelolaan perindungan L-S.
Seoaga Penanggung Jawab dan Pengeloaan Linghungan terhada membuat dokumen KAK-TOR atau SPPL, dan tidak 3) Mengupayakan perjnan pelaksanaan kegiatan dari
Program keglatan R8P REDD+ GCF Outpu 2 Provasi ombi MONEVIREVIEW mengupayakan periinan pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Desa/ instans berwenang sesuai
Lokas Kegatsn FrovinstJambx Pemerintah Desal instansi berwenang sesuai Ketentuan
Menyetatan Massogouoes ketentuan)
1. Mematu  ketentuan  Peraturan  Perundangan-undangan  dibidang 2) Tidak tersedianya pegawai yang bertanggung jawab

dalam pengeloiaan perindungan L-S

inghungan hdup sebagaimans teanr

2. Bersed Glokukan pengiwasen untuk memastkan pemenuhan Ketentuan
peraturan penundang-undangan d bidang Periadungan dan Pengeloban
Unghangan Hidup Jambi, 2 Oktober 2025

Yang Menyatakan,

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan

sebagaimana tersebut df atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebensr-
benarnya. Apobila i kemudan hari temyata terdapot Kekeliuan ataupun
etdakakuraan doam permyatas ki, mka penangu Jwob egiban ersed

menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ir. Agus Sunaryg, M.Si
e NIP. 19660814 199303 1004

Yang menyatakan

PEMERINTAH PROVINS! JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI MUARO JAMBI UNIT Xiil

= — —— 18P-10 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Kegiatan

1). Tidak melbatkan pemangku kepentingan, 1). Melakukan pemetaan pemangku kepentingan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN urangnya keterbukaan informas; yang relevan Guna menangkap partisipasi pada
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) 3). Tidak adanya panduan mekanisme penanganan  perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

‘ keluhan 2). Melakukan Peibatan Pemangku Kepentingan

guna mendapatkan persetujuan kegiatan
an nformasi

ertindak o nama 3). Melakukan upaya Penyebar

2 X1 Mo Jam rencana kegiatan kepada pemangku kepentingan

Risman, 4). Menyusun panduan mekanisme penanganan
- n keluhan

keluhan dan Pelaksanaan penang

A FIELD TRIP 18P Pelaksana hogiatr Pelaksana kegiatan
Bebogal Pemagyeng Juusb cas . ak dapat Mengupayakan dokumen 1) Mengupayakan dokumen lingkungan kegiatan,
oam keget c ngkungan kegiatan, dan Pecjinan persetyjvan  an Pernan/ persetujuan pelaks giatan
gl e el polaksanaan kegiatan dariinstansi berwenang dari instansi berwenang (sesuai ketentuan) dan
esual ketniuan) dan ot pameditan dan atau pemerintah dan masyarakal setempat
asyarakat setempat 2) Menunjuk pegawal yang bertanggung jawab
2). Tidak tersedianya pegawal yang bertanggung  dalam pengekolaan perindungan  L-S
Jawab dalam pengelolaan perindungan  L-S
Jambi, 2025

Yapg Menyatakan

WIR,19740411 199403 1 003
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Pelaksanaan kegiatan dalam program ini telah memenuhi kewajiban perizinan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
khususnya melalui penyusunan dan kepemilikan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL merupakan
dokumen legal yang diwajibkan bagi kegiatan dengan tingkat risiko rendah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepemilikan SPPL menunjukkan bahwa kegiatan telah melalui proses identifikasi
dampak lingkungan secara proporsional sesuai tingkat risikonya, serta menyatakan
komitmen pelaksana kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Dokumen ini sekaligus menjadi bukti
bahwa kegiatan telah memenuhi kewajiban administratif dalam sistem perizinan
lingkungan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan SPPL tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap
aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kehati-
hatian (precautionary principle) dan pengelolaan dampak lingkungan secara
berkelanjutan. Hal ini memperkuat pemenuhan prinsip Kepatuhan terhadap Hukum
dan Akuntabilitas dalam kerangka safeguard BPDLH.

6. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di tingkat
Nasional dan Provinsi Jambi

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung,
verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.

Di Provinsi Jambi, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat
nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama
implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Staf Safeguard di tingkat
nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur,
dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi. 1 Staff Safeguard tingkat Provinsi
melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen dan memastikan setiap
mov kegiatan safeguard terdokumentasi.

#

Nomor: 02.040/PENABULU/XI/2024 AMPIRAN ’ PUTUSAN KETUA YAYASAN PENA BULU

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENA BULU

TENTANG TANGGAL : & November 2024
PENETAPAN TIM PENEGELOA PROYEK
RESULT BASED PAYMENT (KBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND TIM PENEGELOA PROYEK
OREST DEGRADATION (REDD+), FOR RESULT PERIOD RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2 FORKEST DEGRADATION (REDD+), GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2
DI PROVINSI JAMB PROVINST JAMBI

KETUA YAYASAN

NO | NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM

KETUA YAYASAN PENA BULU

TADATON

Cof xunnuwn 0
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Poih @ # Poih @ #
BERITA ACARA PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK MENDUKUNG A
EESULT BASE PAVMENT (REE] OUNFUT2 PROORAN SIREEN CLRTE Berita Acara Pernyataan Persetujuan Untuk Mendukung Result Base Payment
FUND (GCF) di PROVINSI JAMBI (RBP) Output 2 Program Green Climate Fund (GCF)
DAFTAR KETERWAKILAN MASYARAKAT YANG MEMBUAT PERNYATAAN
Pada hari ini, [..... ¥, /@k........), tanggal Puen. puteh ], bulan
[oonn R OTODEC ). tahun [......0ve. M. DY8. P\ Enpet.. ) No. Nema / Perwakian Tenda tangen
bahwa pada kesadaran dan Kami segenap “ lvoomom 7/ Apssanr_Oecy K
masyarakat warga masyarakat 2
& i akaoL ‘e Gefoar Demy Buwer [/ AP#rane Occq e
alc. Sefe 3 =
Bativ xW T vaousn / Aprrare. Decw R
gavarghory H. \Beawe. (o / 7oMAS A
5 N
Jambi M. 2v@er / Toras ,;\ g
° yang diwakill cleh mereka yang menandstangeni surat pemyataen ini, menyatakan: ° S | rusnerinor /  Tomeac ‘ +
Menyetujui rencana Result Base Payment (RBP) Output 2 Program Green 7 Ao, Mg / Tomag i &L’
Climate Fund (GCF) tersebut dengan alasan
N i & | Duwennn / Tomas %
1. Merupakan program penuruns G S
1pes 4 Toess A0AT &wﬂ
1
2. Mempunyai skema pembagian manfaat bagi Desa sesuai dengan target yang Eewvpwar / Toten penenm poan (n
s 1
dicapai dalam penurunan emisi gas rumah kaca Ztvwrn /e Porempan ke
3, emperoleh bagian dana pembagian manfaat yang DRSS Nary. /. fome Do man g 2
lahan di desa Ty 7 % /“ T
4. Manast tdak lengeung dapat meningkainys daya dulung ingkungan, sosle, dan —hushia Totan Leners pras z
[ ) 16.| o Brrea / Fotor  Sereoa )
Demikian Surat Peryataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab [ J i = AV
\ewt ANT > N ¢
Wosomnts / Tokay  Pesooa Lol
19.
Yang membuat pernyataan Mengetahd, Cvve UNA [/ Lenmpt woromeaser mpocrd  ——
Kepala Desa Ketua Tim D ocem / —
usea o
o 2| e nine /. ” T""
W 2 I
\ Shwaya /[
—Seheyody A"
NP 1935090 209011605 SNueve /.

Proses FPIC dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan inklusif, dengan
memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai, diberikan
waktu yang cukup untuk mempertimbangkan, serta memiliki kebebasan dalam
menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang direncanakan.
Sebagai bentuk legalitas dan akuntabilitas, seluruh proses FPIC tersebut
didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan
masyarakat, pemerintah desa, serta pihak pelaksana program. Dokumen ini
menjadi bukti formal bahwa proses konsultasi publik telah dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang berlaku, serta bahwa kegiatan memperoleh persetujuan dari
masyarakat terdampak secara sah dan terdokumentasi.

Keberadaan Berita Acara FPIC juga memastikan adanya rekam jejak (audit trail)
yang dapat diverifikasi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam
pengambilan keputusan di tingkat tapak. Selain itu, proses ini berkontribusi pada
pencegahan potensi konflik sosial, khususnya terkait akses dan pemanfaatan
sumber daya alam di wilayah kerja KPH dan Tahura.

8. Dokumen Persetujuan/Perijinan Pelaksanaan Kegiatan dari
Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Jambi (Contoh Dokumen ToR, Nota
Dinas, Surat Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk
dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa setiap kegiatan
Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan dan
perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan
sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini
menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat,
ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.

Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah
perjalanan dinas (SPPD) serta nota dinas/laporan pertanggungjawaban keuangan
disusun sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti
pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural.
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Term of Reference
Bimbingan Teknis (Bimtek) “Pengelolaan Hutan Adat”
Shang Ratu Hotel, Jambi, 17 s/d 18 Juni 2025

PENGANTAR

Hutan Adat sebagai salah satu skema perhutanan sosial merupakan hutan yang
berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penetapan Hutan Adat di
antaranya menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat, melestarikan
ekosistem (hutan dan lingkungan), kearifan lokal dan )
tradisional serta salah satu pola penyelesaian konfiik terkait dengan masyarakat
di dalam dan sekitar kawasan.

Hutan Adat dalam konteks perhutanan sosial dimaknai pemangku Hutan Adat
sebagal pelaku utama dapat meningkatkan kesejahteraannya, menjaga
keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Saat ini, gangguan dan ancaman mendera Hutan Adat di antaranya terkait
perambahan, illegal logging, penambangan emas tanpa izin dan konflik batas
wilayah. Untuk mengantisipasi gangguan dimaksud, pemangku Hutan Adat perlu
memperkuat nilai-nilai adatnya secara internal sebagai kekuatan yang diperlukan
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada

Beranjok dari persoalan di atas, agar Hutan Adat semakin kuat di dalam
pengelolaannya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan melaksanakan Bimbingan
Teknis (Bimtek) “Pengelolaan Hutan Adat”, diharapkan dari kegiatan ini
dapat mendorong munculnya norma dan nilai-nilai adat yang dapat menunjang
penguatan pengelolaan Hutan Adat yang ada di Provinsi Jambi

TUJUAN

* Memperkuat pengelolaan Hutan Adat

« Meningkatkan nilai-nilai internal dalam Masyarakat Hukum Adat dalam
menghadapi tantangan pengelolaan Hutan Adat.

= Mengembangkan nilai-nilai dan hukum adat yang menunjang pembangunan
dan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jambi.

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
< DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
D TEBO TIMUR UNIT X

JLSistan Thaha No21 Muara Tebo Kede Pos 37571 Emai scboberur Jortnorms com

Muara Tebo, 15 Mel 2025

Nomor B-500.4/UND-75UPTD KPHP.VII.2V//2025
Lampiran  © 2 (dua) lembar
Perihal Undangan Peserta

Yth, (Daftar Undangan Terlampir)
d

Tempat

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Wilayah
UPTD KPHP Tebo Timur Unit X, Kami mengundang Bapak/lbu/Sdrf untuk dapat hadir dan
berpartisipasi dalam kegiatan yang akan diaksanakan pada

Hari/ Tanggal Rabu / 21 Mei 2025
Waktu 09.00 WIB 5.d Selesal (Jadwal Tertampir)
Tor Kantor Camat Sumay

Acara Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Demikian disampaikan atas kehadirannya di ucapakan terimakash.

Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X,

Tembusan
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi
2. Camat Sumay di Teluk Singkawang

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

AAN HUTAN PRODUKSI

MUR UNIT XIV

seragai Kab. Tanjung Jabuag Tieur

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Dess Kota B

NOTA DINAS

Kepada Yih. Bapak Kepala Din

Provinsi Jambi
UPTD KPHP T Timur Unit XIV

PTD-KPHP.X

an perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sikronisasi terkait
n dan penanggulangan karhutla

Dengan Hommat
Schubungan &

dan Lahan Wilaysh UPTD Tanjab T 112.3), dimana salah satu tujuan program
terscbut adalah untuk me i hutan tekit pencegahan kebakaran hutan
dan lahan khususnya di

Karhutla Wilayah Sum mbang sclama 3

dimana perjalanan dis an dilakukan

akan di

kan

adapi musim

una berko nkronkan Kegiatan yang a

panas yang diprediksi akan berlangsung dalam waktu dekat

Atas s kami moho Bapak uniuk dapa mempertimbangkan dan

al tersebut di

oli dimaksud serta menandatangani Surat Tugas (ST) dan Surat

menyctujui perjalanan dinas p
Perjalanan Dinas (SPD) terlampir

Demikian

Kasih,

g Sttt e B Bosar Sarénas Ektrona

&
\

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEHUTANAN
UPTD TAMAN HUTAN RAYA

Satan Al Rachman Hakim No. 10 Jamis, Telp. 0741 - 62296 Fax. 0741 - 61545

Kode Pos. 36124
LAPORAN PERJALANAN DINAS
o Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Dari Tim Studi Tiru Pengololaan TAHURA ke TAHURA Raden Soarjo di Malang Jawa
Timur
Tanggal 28 Februari 2025
LAP. 182/Dishut/ Tahura-6 3112025
Lompiran ;-
Hal Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Studi Tiu Pengelolaan TAHURA ke

TAHURA Raden Soerjo di Malang Jawa Timur

I Pendahuluan
1. Penjolagan Umum/ Latar Belakang

(Taman Mutan Raya) adalah kawasan konsorvasi yang dikolola oloh
Pofphhtan Baorah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistom hutan Aspok

ghg én TAMURA meliputi Aspek Pengelolaan (perencanaan dan pengelolaan, apek
A
g Fon nygd‘ﬂ Perfindungan. épenjlml.m dan peneitian, wisata dan rekreasi). Aspek
0" Kyfembagadn (siyktur ogar<ds, kera sama dengan stakenolce. pengembangan Kapasias)
p.\- Kﬁ{..ngw pgelolaadheuangan pendapatan, penggunaan).
-

Konservasi yang berada di Provinsi Jawa Timur adaiah TAHURA

Menteri Kehutanan nomor 29 tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016
luas kawasan TAHURA Raden Soerjo 27.868,30 ha dengan rincian kios Kawasan Hutan
Lindung 22.908.3 Ha, dan Kawasan Cagar Alam Arjuno-Laljiwo (PHPA) 4.960 Ha. Saat in
Tahura Raden Soarjo dikelola oleh Unit Polaksana Teknis i bawah Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur. Di Provinsi Jambi juga terdapat kawasan konservasi yang dikelola Provinsi salah
satunya TAHURA Bukit Sarl Jambi, memiki luas kawasan 425,50 ha borada di dua Kabupaten
(Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo) yang disiola oleh UPTD TAHURA Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi

@ # bndh

Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas
program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor
kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip
akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen
tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga
sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan

pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.
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9. SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Tim Pelaksana
Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025 -2029

P — . PEMERINTAH PROVINS! JAMBI PEMERINTAH PROVINS! JAMBI

IERINTAH PROVINSI JAMBI ¢ DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LIN IDUP
%7 siaa JINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) ¢ A i o L AR
— - ) Pax. (0741) 445116 — ke

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Kepala
Dinas Lingkungan Hidup tentang penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dokumen RPJMD Provinsi Jambi
2025-2029. Penetapan tim ini merupakan langkah formal yang memastikan bahwa
proses integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen
perencanaan daerah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KLHS merupakan instrumen wajib dalam penyusunan rencana pembangunan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diperkuat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
Dengan adanya SK tersebut, terdapat kejelasan mandat, peran, dan tanggung
jawab para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS, termasuk dalam
memastikan kualitas analisis, partisipasi pemangku kepentingan, serta integrasi
hasil KLHS ke dalam RPJMD.

Penetapan Tim Pelaksana melalui SK juga mencerminkan adanya mekanisme
kelembagaan yang akuntabel dan terdokumentasi, sehingga seluruh proses
penyusunan KLHS dapat ditelusuri (traceable) dan dipertanggungjawabkan. Hal ini
menjadi penting dalam menjamin bahwa aspek lingkungan hidup telah
dipertimbangkan secara memadai dalam perencanaan pembangunan daerah

10. Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura, ljin Perhutanan Sosial,
Proklim dan MPA (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan
kelompok/lokasi yang memiliki legalitas sesuai hukum dan perundang-
undangan)

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa
kelompok masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan
berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini
menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2
untuk memastikan bahwa penerima manfaat/kelompok dan lokasi intervensi
memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh
intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif,
meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan
terhadap ISP 1. Berikut adalah contoh legalitas penerima manfaat dan lokasi
kegiatan periode 2024- 2025:
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a) Dokumen Perijinan Perhutanan Sosial

Perijinan IUPHKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu (Desa Muara Kilis)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHL

Menimbang

dilanjutkan

c kan Pasa ran  Menter
k Nom

nama

menerbit

Hutan Kemasya
d.bahwa berdasa
ada hi

dilarang
an

Kemasyarakatar

ditetapkar

JAN HIDUP DAN
INDONESIA,

ENDERAL PERHUTANAN
KEMITRAAN LINGKU

inas Lingkungan Hidup

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.516!

: ALAM SUMBER SE. B
2 E\r\\l )’UIL‘H 1!\|:‘\

MBLI’A'I N
PROVIN:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan s
tanggal 6

)
Pemanfaatan

Rakyat (IUPHH
puluh lima dan tujuh b
Sengkati Baru, Kecar
Hari, Provinsi Jambi;

s perseratu:
tan Mersam,

b. b\h\m \3udu~
c
uhnya Hu an P(ou\msl Tetap
Baru, Kecamatan Mersam,
vinsi Jambi
d.

di Desa

KETUJUH Terhadap Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tana & IUPHHK-HTR)
gaimana dimaksud d ATU

terdapat tanaman sawit m dilakukan
pengels nnya sam| berumur 12 (dua belas) tahun
sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam
pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per
hektare serta tidak boleh memperluas dan menambah
tanaman sawit di Areal Kerja IUPHHK-HTR.

KEDELAPAN IUPHHK-HTR diberikan kepada Koperasi Alam Sumber

Sejahtera untuk jangka
dan dievaluasi setiap 5 (1
EMBILAN : Keputusan ini da tanggal ditetapkan
dengan  ketentua ikemudian hari terdapat
kekeliruan akan mpmmk sebagaimana mestinya

2 waktu 35 (tiga puluh lima) tahun
) tahun

D
Pada tanggal 4 Oktober 2017
A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDON
DIREKTUR  JENDERAL _PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNC

apkan di Jakarta

na Teknik
t Dircktorat Jenderal

Sosial dan
‘Lu\i\ka.ng(\:\

Ted

HADI DARYANTO

r Kuumo, SH., M.Si
NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

9

10. Kepala Dinas Kehut

i Lingkungan Hidup dan Keh
ekretaris Jenderal Ken
Inspektur «

nan;

Hidup dan K
ne uran gkungan Hidup dan Kehutanan;
itan Produksi Lestar

n [.mdur‘.g
Jenderal Penegakan Hukum  Lingku
Kehutanan;
Gubernur Jambi;

Bupati Batang Hari;

Hidup dan

an Provinsi Jambi
anan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Kepala Bal

atera

2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang;
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang;

4. Kepala Balai Pengelolaan DASHL Batang Hari, Jambi;

5. I\cmh}\ satuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Batang Hari;

6. Ketua Koperasi Alam Sumber Sejahtera di Desa Sengkati Baru,

mammn Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi

ai Perhu

16



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK 8538/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021
TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN SUNGAI DUO SELUAS # 187 (SERATUS
DELAPAN PULUH TUJUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI
TETAP DI DESA MUARA SEKALO KECAMATAN SUMAY
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  a.bahwa  berdasarkan  surat  nomor: 01/KTH-
SD/MS/V1/2021 tanggal 6 Juni 2021, Kelompok Tani
Hutan Sungal Duo mengajukan permohonan Persetujuan
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan scluas = 340 (tiga
ratus empat puluh) hektare di Desa Muara Sckalo
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

b.bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis nomor:
BA.1871/BPSKL-2/PSL.0/12/2021 tanggal 25 Desember
2021, calon areal kerja yang dimohonkan berdasarkan
perhitungan ulang secara spasial adalah seluas = 340 (tiga
ratus empat puluh) hektare terdapat pengurangan calon
arcal kerja seluas # 153 (seratus lima puluh tiga) hektare
karena berada pada areal kerja KPHP Tebo Timur sesuai
dengan RPHJP KPH nomor:  SK.4748/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018, schingga calon areal kerja
yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan

P e Hutan K seluas £
187 (seratus delapan pulub tujub) hektare pada Kawasan
Hutan Produksi Tetap;

c. bahwa...

anggal 24 Dowember 2021

Tl

BAMBANG SUPRIVANTO
NP 19631004 199004 1 00)

san ini disampaikan kepada Yth

bangunan Dacrah Tertinggal dan Transemigrasi;

1 Usahin Kecil Menengah;
n;
dan Tata Kuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
J Mentert Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
ral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
1 Periyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Manolog Kehutanan dan Tata Lingkungan;
fengelolaan Hutan Lestari;
13 Uirektur Jerwleral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi
Hutan.
Durretu

Ttalal Pertutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah
Butnatern,

20, Kegiali Uril Peluksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Preduial Tebys arat Unit 1X;

), Kortuia Keligrsk Ketja Percepatan Pechutanan Sosinl Provinsi Jambi;

72, ¥ortuia Krlimyeiks Tanl Hutan Sungal Duo Desa Muara Sekalo Kecamatan
Sty Katnapaten Tebo Provinei Jambi

Perijinan HKM Makarti Mulyo (Desa Suka Maju)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN MAKARTI MULYO SELUAS 200 (DUA

- -+ = WUVLNSL URMIBIL,
NOMOR  : 8K.10369/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN MAKARTI MULYO
PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA
SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI
NO NAMA L/P NK ALAMAT
1. | Abdul Rokhim L |[1507102211730002 |SukaMaju
2. | Abdul Somat L |[1507100101930004 | Suka Maju
3. | Addy Suwito L | 1507102807690002 | Suka Maju
4, | Affandi L [ 1507100101530002 | Suka Maju
5. | Amir Daus L [1507100112750001 |SukaMaju
6. | Andi Juniansyah L [1507102006970001 | Suka Maju
7. | Apriyono L [1507100204760001 | Suka Maju
8. | Aris Sutrisno L [1507101603920002 | Suka Maju
9. |[Atha L [1507102701720001 | Suka Maju
10. | Bejo Prayogo L [1507100102730002 | Suka Maju
11. | Depri Dwi L |1507100507810002 | Suka Maju
Hendratmoko :
12. | Dwi Sulistiyo L |1507101502960001 | Suke Maju
13, | Eko Prasetyo L[ 1507102002940001 | SukaMaju
14. | Eko Suprianto L |1507102503930001 |SukaMaju
15. | Gunawan L [1507100601810001 | Suka Maju
16. | Guntoro Kriswanto L [1507100807870001 | Suka Maju
17. | Hendra Sihombing L | 1507100612870001 | Suka Maju
18, | Herianto L | 1507100609820001 | SukaMaju
19. [ Holik L |1507101909890001 | SukaMaju
20. | lsrodi L |1507101010840011 [SukaMaju

21, Iswantc

(@ Dipindai dengan CamScanner
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Perijinan IUPHKm Karisma Tani

) ) LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI KARISMA TANI SELUAS #
544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TERBATAS DI DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI
— GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI.

NOM 05 L P i
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAN::‘(;L “'\]u“ 0/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018
REPUBLIK INDONESIA —u

Nomor: SK.3950/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOPERASI KARISMA TANI

e EMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMA!
TENTANG
. DESA SUNGAI GELAM KECAMAT NG.
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

KEPADA KOPERASI KARISMA TANI S
PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAW.

LUAS £ 544 (LIMA RAT
SAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS r

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DI DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM | No N | i1 I Alamat
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI | 1 [ MTkbal Chalik | 1505080712670007 Desa Tangkit
| "2 | Reinhard Parapat 1505081406720002 Desa Tangkit
3 = T

Fachrurozi — 1505080808640004 Dr\t a Tangkit_
| Ridwan Wahab 505081207660006
505081705510001

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONES

A

Menimbang a.bahwa berdasarkan Surat Nomor: 10/Kop.KT/HKm/IIl, inudd 505062111610001 esa Tangkit
2018 tanggal 5 Maret 2018, Ke 7 | Solehan 4/6879/Pel.Um/2006 | ungai Gelam
mengajukan Permohonan Iz 8 | Musnawati [474.4/7405/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam
K akatan (IUPH as + 567 (lima ratus enam [ [ Wagino 4.4/5066/ Pel.Um,/ 2005 | ungai Gelam
puluh tujuh) hektare di Desa Sungai Gelam Kecamatan ho s b /S = unge team
Bngai Oolen Katurs 10| Suhaimi 4789 /Pel.Um/2005

b. bahwa bert ka
BA 173/X.1/BPSKL-2

| 474.4/1663/Pel.Um/ 19

Jangcik 474.4/4789/Pel.Um /2005
2018, erdapat pe [Susianto I 5/Pel.Um/2008 |
“ )’)\H)\ PI Suwardi | 474.4/907/Pel.Um/2006
HTT Tripu ethingos | Sayid 474.4/2926/Pel.Um, 2008 Desa Sungai Gela
dirckomendasikan ‘menjadi | Sabar. P._ Desa Sungai Gelam
empat_puluh ) hektare 7_| Wagino Desa Sungai Gelam

| Zulkifli Nasution
19 | Rusdi CF
20 | Heriyanto

Desa Sungai Gelam
Desa Tangkit

P.83/MENLHK

ey 21 [ioa Raprid | 0 -
anan Sosial dan Kemitraan [227] a_Septiani | 1505086809970003 Desa Tangkit
gkungan Hidup dan | 237 M.Naufal Afif 1505080401980002 | _ Desa Tangkit
ang Pemberian | 24 [ Evi Januarsih | 1505084601710002 | Desa Tangkit
B e HULRS 25 | Marlinda T mo;owwmxmom | Desa Tangkit
asud pade: it o, . |26 [Murtado 1 nw- T.u\gku
an 'Keputusan Menteri Lingkungan. Hidup dan | 27 {Maulana = Jm
Kehutanan ik Indon erian lzin {728 [ Julaimi 474.4/1508/Pel.Um/ 2007
Usaha Pem Kepada 29 | Aziz 7 | 474.4/4035/Pel.Um/2007 |
5“?”,"“‘ Karisma Tani Sohaa s [ 30 [Sulaiman 1474.4/5653/Pel.Um/2007 |
puluh ‘(\man?)‘;{,, tare pada 31 [Custidar | 474.4/5176/Pel.Um/2005 |
32_| Murni Kartika 474.4/4980/Pel.Um /2007 |
[35 [Sugeng T 1
34 | Suyono

b) SK Kelompok PROKLIM yang menjadi penerima manfaat kegiatan
program kampung iklim

SK masih dalam proses pengumpulan oleh DLH Prov Jambi, SK ini akan
dilaporkan di tahun 2026

c) SK Kepala Dinas Kehutanan - Pembentukan Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial (KUPS) Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis
Bersatu (penerima manfaat dalam kegiatan RHL)

. PEMERINTAH PROVINS| JAMBI Lampiran  : Keputusan Kepala KPHP Tebo Timur Unit X
DINAS KEHUTANAN Nomor B-500.4-151/KEP KDK//UPTD.KPHP.VII.3/Il/2025
6 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Tanggal 10 Maret 2025

TEBO TIMUR UNIT X

L. Sultan Thaha No.21 Muava Tebo Kode Pos 3

SUSUNAN DAFTAR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK USANA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) SUNGAI SIPUT
A GAPOKTANHUT MUARA KILIS BERSA'
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUFATEN TEBO

Emai: tebotimur1Ojambi

KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X

NOMOR : B-500.4-151/KEP KDK//UPTD.KPHP VIL3//I2025 PROVINSI JAMBI
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) ;::::xans :“i‘éﬁ’("”f‘m
SUNGAI SIPUT PADA GAPOKTANHUT MUARA KILIS BERSATU Bendefiory BENNDAMANI
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO Anggota
PROVINSI JAMBI 1. ABDUL HAPIP
2. MUSTAKIM
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 3. HERIYANTO
sekitar kawasan hutan periu pengembangan usaha Perhutanan Sosial 4 SRIN
5. WAWAN NOPRIYANTO
b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perly ¢ KIPASLIN
ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; 7. HASAN
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 8. AL HUSNI
@ dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD KPHP Tebo 9. SUYONO SIREGAR
Timur unit X tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan 10. DAHADI
Sosial Sungal Siput pada Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu di Desa 1. 8AMAN
Muara Kiks Kecamatan Tengah lir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi i
Mengingat a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P9 Tahun 14. M. KUTAR
2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 15. APENDI
b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. g iy
10404 MENLHK-PSKUPKPS/PSL.0/12/2019 tanggal 28 Desember 15, M. NASR
2019 Tentang Pemberian Izin Ussha Pemanfaatan Hutan 19, WASKUN
Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis
Bersatu seluas £ 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) Hektar pada Jenis Komoditas Usaha AGROFORESTRI
Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan Tebo
Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Kepla UPTD KPHP Too Timur U X,
Memperhatkan : Surat Ketua Gapoktanhut Muara Kiis Bersatu Desa Muara Kils
Kecamatan ~Tengah Wir  Kabupaten Tebo,  Nomor
004/G-Tanhut/MKBIIII2025 tanggel 05 Maret 2025 perihal Permohonan
Penerbitan Surat Keputusan KUPS:
MEMUTUSKAN
Budi Kus Yukanto, S Hut
Menetapkan Keputusan Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X tentang Pembentukan Pembin
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sungal Siput pada NIP. 197307132006041004

Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengan
Hir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Pertama Menunjuk dan menetapkan kelompok yang namanya tercantum pada
Lampan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
sebagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

RRPLLG PRI Dokuman i feeh tandatasgeni secars elktronk menggamakan sersfkal eiskdronk
e e e e B e yong dterbecan olon Baias Bosar Sertkas Exokiunk (BSVE). Badan Ser dan Sand
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d) SK Kepala Desa - Penetapan Kelompok Masyarakat Peduli API

(KMPA) yang menjadi penerima manfaat kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
[ KECAMATAN TEBO TENGAH
DESA ABURAN BATANG TEBO

Alamat J. Aburansos Desa Aburan Batang Tebo kode pos ; 37572

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA ABURAN BATANG TEBO
NOMOR: [0 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)
DESA ABURAN BATANG TEBO KECAMATAN TEBO TENGAH
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. Bahwa seiring terjadinya bencana khususnya kebakaran hutan dan

lahan di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah pada

musim kemarau,

Bahwa untuk penanggulangan bencana khususnya kebakaran hutan

dan lahan di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah periu

dibentuk Kelompok Masyarakat Pedull Api (MPA);

bahy dimaksud pada huruf
adan b, perfu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Aburan Batang Tebo
tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pedull Api (MPA) Desa
Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Periindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan

dengan Kebakaran Hutan dan Lahan:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perfindungan

Hutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024

tentang Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

[ 1/3/2016 tentang Kebakaran

e

PPy

o w

{ AR S |

Hutan dan Lahan;
10.Peraturan Direktur Jenderal Pengendallan Perubahan Ikiim Nomor
P.3/PPI/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan Masyarakat Pedull
Apl;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Aburan Batang Tebo
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

NAMA
3 Ketua MPA
Sekretaris merangkap Bendahara MPA |
Kepala Regu
AC SUIM Anggota
| RIKT AFRIMAN WAHYUDI T O ApRgotgE kil
6| ISMAIL FAHMI Anggota
7

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN SUMAY

DESA TERITI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TERITI
NOMOR : 0y TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)
DESA TERITI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI

Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
Desa Teriti Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

NO NAMA KETERANGAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI MULYO

NOMOR : 78 TAHUN 2025

Indonesia Nomor 5495);

Bencana

KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

‘Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Lampiran
Kecamatan
Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Desa Jati Mulyo

: Dendang

+ 98 Tahun 2025

: /0 November 2025

+ Susunan Pengurus Relawan Masyarakat Peduli
Api (MPA) Desa Jati Mulyo Tahun 2025 - 2028

SUSUNAN PENGURUS
RELAWAN MASYARAKAT PEDULI API  MPA ) DESA JATI MULYO

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RELAWAN MASYARAKAT PEDULI API ( MPA ) o TNama [ Jabatan .
DESA JATI MULYO epala Desa Jati Mulyo elindung
PERIODE 2025 - 2028 etua BPD Penasehat
[3_| Eko Utomo ctua
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa [4 ntung Budiman akil Ketua
KEPALA DESA JATI MULYO [5_| Rudi Mustagim kretaris
Seger Efendi endahara
jarno oordinator
Menimbang  : a.Bahwa dalam  memperkuat kelembagaan _(Sujamo______ T Koordinator
Penanggulangan Bencana Karhula di Desa _| Eko Supeianto | Koordinalir __
Jatimulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung amuji
Jabung Timur, maka perlu dibentuk pengurus Riyoto |ScksiHumas |
Relawan Masyarakat Peduli Api  MPA ) di Desa Jati pungkas Saputro | Scksi Hlumas
Mulyo. [12 [AgusSFauzi |ScksiHumas
b.Bahwa untuk  memenuhi maksud huruf a 3| 0 Pariaman si
tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat o %"B(” [ Seksi |
Keputusan Kepala Desa Jati Mulyo. S E W [Anggota |
|15 | Putut Purwancoxo
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang [16 | M.Ridwan  [Angeold
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten [ da Wasita _ |Anggota
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 18 | Heru Setiawan _ |Angeoa
Tanjung Jabung Timur  (Lembaran Negara [79 [ Supriyanto — [Angeota
Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 182, > [ Dedi Santoso [Anggota
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia e e— Anggota |
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan {21 fduwlty g, |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang [2 _,M’"—‘“—’—;’Bm_'l
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun {23 [Puji Hariyono o oo
1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten [2 ongidin ______—————
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro —;aﬁ'rm jah |Anggotd
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [ Suwanto Aot
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 TSarwomo _____{Angsota ——
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik e | Anggota —
Indonesia Nomor 3969); utrisno__ — [Anggota
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 uwarto____————angpon |

[Fitiono

/" Ditetapkan di Desa Jati Mulyo
-~ ‘Pz‘xdca (l;nggal: 10 November 2025
pdla Desa Jati Mulyo,

Sebagian dokumen Surat Keputusan (SK) perizinan Perhutanan Sosial, KUPS,

KMPA dan Proklim saat

ini masih dalam proses

pengumpulan.

Upaya

pengumpulan dan verifikasi terus dilakukan secara aktif oleh OPD terkait dan UPTD
Kehutanan guna memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Dokumen SK yang belum tersedia pada tahap pelaporan ini akan dilengkapi dan
disampaikan pada periode pelaporan berikutnya sebagai bagian dari komitmen
terhadap pemenuhan aspek legalitas dan akuntabilitas program.

11. Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan (Tahura, KPH Tebo Barat Unit IX, KPHP Tebo Timur Unit X, KPHP Unit

Xl dan XllI batanghari

Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) berfungsi sebagai dokumen legal yang
menetapkan dasar perencanaan, metode kerja, spesifikasi teknis, serta lokasi
intervensi, sehingga seluruh proses rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan
sesuai rancangan yang telah disetujui. Dengan mengacu pada Rantek, setiap tahap
pelaksanaan mulai dari persiapan lahan, pemilihan jenis tanaman, hingga strategi
pemeliharaan dilakukan dalam koridor ketentuan perundangan dan pedoman

teknis yang berlaku.

Berikut adalah dokumen rantek RHL yang telah disusun:

a) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Rehabiltasi Hutan dan Lahan

Pengayaan pada Hutan Produksi di Wilayah UPTD KPHP Tebo Barat Unit

IX Tahun 2025 (Desa Muara Sekalo)
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PETALOKASI REMABITASI HUTAN

DI OESAMIARA SEXALD
PEMERINTAH PROVINS! JAMBI REG,SUMAT KAD. T80
DINAS KEHUTANAN P 3 T e

5. U0 KESATUAN PENGELOLAMN NUTAN PRODUKSI | 70
"4 YEB0 ARAY T X

KEGIATAN REHABILITAST HUTAN DAN LAHAN
PENGKAYAAN PADA HUTAN PRODUKST
DIWILAYAH UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX

TAHUN 2025

Fungs! Kawasan + Hutan Produksi
KPH + Tebo Barat Ut IX
Desa + Mua Selalo g
Kecamatan + Sumay
Kabupaten : Tebo
Propinsi + Jombi
oAS Batang Hari
Luas 130 Ha

KABUPATEN TEBO

PROVINSI JAMBI

b) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Penanaman Agroforestry
di KPHP Tebo Timur Unit X Tahun 2025 (Desa Muara Kilis)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X

J1. saltan Thaha Mo. 12 Mara Tebo Kode Fos 37571  Bmail:tebotimurl0jmsbigmail.ccm
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN AGROFORESTRY =
DI KPHP TEBO TIMUR UNIT X

DESA : MUARA KILIS

KECAMATAN  : TENGAH ILIR

KABUPATEN TEBO

PROVINSI H JAMBI

DAS H BATANG HARI

LUAS : 20 HA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
TEBO, JANUARI 2025 UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X

Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Rehabilitasi Hutan KPHP
Unit XI dan XlI batanghari Tahun 2025 (Desa Mersam)

c)

—— 7
e T . g 5§,
< M sf 2514
0, mEp'} INTAH PROVINS| JAMEI : LHIE RS
q - 5
UPTD KESATUANAPEN’G(EE HUTANAN it it
o LOLAAN HUTAN s #1528
¢ BA PRODUKSI 2has s
e BATANGHARIUNT X Y { AN
- — g
] -
RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN i _ — =
TAHUN 2025 =5
g
Fungsi Kawasan  : Hutan Produksi 'g
KPHP + UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari 2
Desa : Sengkati Baru i E
Kecamatan : Mersam "g E
Kabupaten : Batang Hari 5 ;
Propinsi : Jambi \ S 5
\ 8 |k
DAS : Batanghari \ \ g B
Luas :30 Ha g g
3
=
3
=
"
o g
i & s
I

UPTO KPHP Unit XI dan X Batangharl

8.080¢.1 St

d) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Revegetasi Pemeliharaan
Area Gambut Bekas Terbakar UPTD Tahura Orang Kayo Hitam Tahun

2024 (Kelurahan Tanjung)
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H). ARYEN DESSY, S.P
NIP 197405171994032003

e) Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan RHL Area terbakar wilayah
UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XlII (Sungai Gelam)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

et DINAS KEHUTANAN
oW UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
=5 MUARO JAMBI UNIT XIll

R0 ASien S0y Saaomihieo N0, 40 Teloaoars - Kete Jank Sode P05 (8124)
tmad - pphauntlouccianbi®onal em

RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN GAMBUT
AREAL TERBAKAR WILAYAH
UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT Xl

Lokasi : Perhutanan Sosial Koperasi Kharisma Tani
Luas : 25 Ha

Kelurahan : Sungal Gelam

Kecamatan : Sungal Gelam

Kabupaten : Muaro Jambi

Provinsi : Jambl

Fungsi Kawasan : Hutan Produksi Terbatas

DAS : Batanghari

Sub DAS : Batanghari Hilir

Jambl, Desember 2025

f) Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan Reboisasi Pola
Agroforestry wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit | (Sungai Rotan, Sumber
Makmur, Pematang Panjang, Jaya Bersama dan Alam Batuah)
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LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PELAKSANA : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN
LUAS :20 Ha
DESA : DANAU TINGGI
KECAMATAN : GUNUNG KERINCI
KABUPATEN : KERINCI
DAS : BATANGHARI
PROVINSI : JAMBI

SUNGAI PENUH, JANUARI 2025

DISUSUN DINILAI
9%@&1{) KPHP KERINCI UNIT | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS
VLN REHABILITASI HUTAN LAHAN

m
S ) x
"\7 NENENG SUSANTI, S Hut, M.Si. MARINO,S.STP,MAP
NIP. 19800223 200604 2 002 NIP. 19870330 200602 1 001
_DISAHKAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

14,
<

AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
NIP 19740508 199903 1 004

UPTD KPHP Unit Kerinci Unit | i

# bpdh
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12. Dokumentasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Penerima Manfaat
tentang Pelaksanaan dan Monitoring Safeguard BPDLH yang lead oleh
Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara

© 2GPBXY9HHDWTUS Timemark Veri

21/05/2025
Rabu

=
3
=
)

© PA1U2

21/05/202
Rabu

JI. Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kec.
Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas penerima manfaat, pelaksanaan
monitoring safeguard dilakukan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama
Lembaga Perantara (Lemtara). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
seluruh tahapan implementasi program telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, prosedur administratif, serta standar safeguard dan tata
kelola yang berlaku.

Proses monitoring dilakukan melalui verifikasi dokumen, peninjauan lapangan,
serta pendampingan teknis kepada penerima manfaat dalam pemenuhan aspek
legalitas dan akuntabilitas program. Hal ini mencakup pemeriksaan kelengkapan
dokumen seperti Surat Keputusan, perjanjian kerja sama, berita acara,
dokumentasi serta dokumen persetujuan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan
kegiatan.

Kegiatan juga berperan sebagai sarana sosialisasi dan peningkatan kapasitas, di
mana penerima manfaat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait standar
safeguard BPDLH, mekanisme pelaporan, serta pentingnya dokumentasi yang
akuntabel dan dapat ditelusuri (traceable). Pendekatan ini mendorong penerima
manfaat untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga
menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kegiatan.
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ISP

ISP 2.

Ketenagakerjaan
dan Kondisi Kerja

o MANUAL

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A - ; INDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
) BAGI SATUAN PENGAMANAN HUTAN

DIREKTUR IAN PERUBAHAN IKLIM

NOMOR : P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN /‘

>,
»

%

ol
»
Penulis oleh :

IFWaldemar Hasiholan, M.Si

KEMENTERIAN EINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

HIDUP DAN

Jlunu II 400634 ||

SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti
SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk
memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja
serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari
pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan
prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol
komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di
lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel
patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh
perlindungan yang memadai.

Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan
kerja dalam kegiatan patroli.

2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang
berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli
dan RHL

Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten di
lapangan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah pelaksanaan safety
briefing (short briefing) sebelum kegiatan dimulai, yang bertujuan untuk
memastikan seluruh personel memahami potensi risiko, prosedur kerja aman, serta
langkah-langkah tanggap darurat selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, program juga memastikan penggunaan perlengkapan K3 yang relevan,
khususnya sepatu boot/lapangan, oleh seluruh personel yang terlibat dalam
kegiatan patroli dan RHL. Penggunaan sepatu boot menjadi langkah penting untuk
melindungi pekerja dari risiko cedera di lapangan, seperti kondisi medan yang tidak
rata, genangan air, maupun potensi bahaya lainnya selama pelaksanaan kegiatan.

Seluruh kegiatan briefing keselamatan dan penggunaan sepatu boot/lapangan
didokumentasikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan pengawasan K3,
sehingga dapat diverifikasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dokumentasi ini
juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengikuti standar
operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta mengedepankan perlindungan
terhadap tenaga kerja.
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3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)

Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang,
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun
dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan
kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki,
kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang
tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi.

/’ PENABULU FOUNDATION CSRO  PENABULU ISUSTRATEGIS NTERVENS DUKUINGKAW Q B

Staf Administrasi Program RBP Provinsi Jambi

. CSRO  PENABULU ISUSTRATEGIS INTERVENSI DUKUNGKAMI Q &3 ™=

Dalam proses rekrutmen khususnya Penabulu mencantumkan nilai-nilai dan
komitment Yayasan Penabulu yaitu proses seleksi dan pengadaan yang adil,
transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada
bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun
pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF
Output 2.

Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment safeguard
dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-
rbp-provinsi-jambi/
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1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas
pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan
patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Pendokumentasian pengelolaan limbah dari kegiatan program masih menjadi
tantangan dalam implementasi di lapangan. Meskipun praktik pengelolaan limbah
telah dilakukan, dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi
perhatian untuk perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses pengelolaan
limbah terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar
safeguard dan akuntabilitas program.

1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat,
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR,
penanganan darurat terkait medis dll.

Pendokumentasian kegiatan short briefing keselamatan masih menjadi tantangan
dalam implementasi program. Meskipun sebagian praktik briefing telah dilakukan
dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi perhatian untuk
perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses K3 terdokumentasi dengan
baik sebagai bagian dari pemenuhan standar safeguard dan akuntabilitas program.

1. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Bersedia Memeliharan
dan Mempertahankan Hasil Penanaman RHL (dokumen peryataan ini
sebagai bentuk komitment dan persetujuan penggunaan lahan, merawat dan
mempertahankan bibit penanaman)

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah
memenuhi prinsip kepatuhan safeguard melalui penerapan Surat Pernyataan
Pertanggungjawaban Mutlak dari pemilik atau pengelola lahan. Dokumen ini
merupakan bentuk komitmen tertulis yang menyatakan kesediaan pihak terkait
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan persetujuan
penggunaan lahan serta bertanggung jawab dalam memelihara dan
mempertahankan hasil penanaman.

Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan atas
dasar persetujuan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan maupun pengalihan hak
atas lahan. Selain itu, dokumen ini juga memperkuat komitmen jangka panjang
dalam menjaga keberlanjutan hasil penanaman, sehingga manfaat ekologis dari
kegiatan RHL dapat terpelihara secara optimal.
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ISP 6. Konservasi

Keanekaragaman
Hayati dan
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Hayati Yang
Berkelanjutan

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : PONIMAN
No.KTP  :1509090501800001
Alamat + Desa Muara Kilis Kecomatan Tengah lic Kabupaten Tebo
Jabatan  :Ketua Gapoktanhut Muara Kils Bersaty

Bortindak untuk dan atas nama Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu, Dengan ini saya bersedia
dan menyetujui lahan Eks Perambahan yang berada pada areal Blok Perlindungan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) An. Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu Desa Muara Kilis Kecamatan
Tengah llir Kabupaten i rogr
Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi seluas 20 Ha, dan
Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu bersedia selsku pengelola kegiatan RHL Agroforestry

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Kilis,  Oktober 2024

Yong membuat pernyataan,
el Rm e

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini, Jum’at tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Muhammad Ikbal Chalik
Jabatan Ketua HKm Koperasi Karisma Tani
Alamat Talang Bakung, RT. 23, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah

bertindak unutuk dan atas nama KETUA HKm KOPERASI KARISMA TANI

bantuan bibit sebagai berikut

rang Spesifikasi Jumlah | Satuan

g Rawa | Tinggi minimal 40 cm Media kompak

Batang berkayu

Sehat

Bebas hama dan penyakit
180¢

2 | Bibit Alpukat m

1. Kami bersedia sepenuhnya untuk me

2 Kami bersedia menjaga keamanan bibit tersebut dari segala macam gangguan orang

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaaniekanan dari

pihak manapun

Jambi, 19 Desember 2025
Ketua HKm Koperasi Kan

Muhammab Ikbal Chalik

Dokumen ini memastikan adanya aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak, sekaligus menjadi bukti bahwa
pemanfaatan lahan dilakukan secara sah dan disepakati oleh pemiliknya

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan D3TLH

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Provinsi Jambi
sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program
pembangunan daerah menerapkan prinsip ramah lingkungan, mencegah konflik,
serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dokumen ini masih dalam penyusunan, akan dilaporkan di periode tahun 2026

2. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif
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Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah
memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies
tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara
selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi,
serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan.

Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah
teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak
berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan
untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu
keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau
menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat.

Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari
instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga
memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi
juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang

1. Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima
Manfaat Tingkat Tapak

Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik di desain program,
merupakan bentuk pemenuhan prinsip safeguard BPDLH terkait keterbukaan
informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan
dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi
dan pertemuan koordinasi.

31



@ # bndh

N
W

Deskripsi Kepatuhan

u OPS Map Camera

Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa,
kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target
program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan
sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku
kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan
terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan

Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada Lampiran 1.
Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam
Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025

3. Publikasi Implementasi Program

Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi telah
menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan
penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan,
dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang
disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.

Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam
aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website, berbeda
dengan rikis media online yang relatif baik. Tidak semua kegiatan terdokumentasi
atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas
dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada
pencapaian output teknis.

Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta
penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar
seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan
pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Jambi.

Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP
REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025

ISP 11. Risiko -
Perpindahan
Karbon
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1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan

@

\\‘\YI/, - ’-bpm”e':- d N

1N R =

< [ ]

» N§‘ ;;‘Eg\;.'af
PENYUSUNAN PETA JALAN PROKLIM
govmsu JAMBI TA

Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses
informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan
keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan
teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek
dan dukungan aksi di tingkat tapak)

Selama periode 2024-2025, tercatat 802 perempuan terlibat dalam kegiatan
program dibanding 3.012 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada
pada 27% dari  total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah
berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan,
terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga
kerja laki-laki.

Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan
pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan
perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih
inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.
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2. Rincian data terpilah gender periode impelementasi tahun 2024-2025:
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m Laki-Laki m Perempuan

Persentase
Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Keterlibatan
Perempuan
1111 36 16 44%
1.1.1.2 24 6 25%
1.1.1.3 116 23 20%
1.1.21 144 20 14%
1.1.2.2 142 18 13%
1.1.2.3 91 22 24%
1.1.24 97 16 16%
1.1.2.5 142 13 9%
1.1.2.6 243 35 14%
1.1.2.7 97 0 0%
1.1.2.8 11 0 0%
1.1.2.9 25 0 0%
1.1.2.10 60 0 0%
1.1.2.11 36 1 3%
1.1.2.12 48 8 17%
1.1.2.13 170 0 0%
1.1.2.14 204 30 15%
1.1.5.1 98 47 48%
1.21.2 30 0 0%
1.2.21 31 1 3%
1.2.2.5 63 29 46%
1.2.2.6 3 0 0%
1.2.4.1 26 4 15%
1.2.5.1 12 0 0%
1.2.5.2 16 9 56%
1.2.5.3 114 25 22%
1.2.54 23 7 30%
1.2.5.5 52 28 54%
1.2.5.7 128 22 17%
1.2.5.8 101 22 22%
1.2.6.1 0 1 100%
1.2.71 44 4 9%
2111 7 3 43%
2.1.21 3 1 33%
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Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Keterlibatan

Perempuan
2.1.3.1 40 45 113%
3.1.1.1 15 7 47%
3.1.2.1 2 1 50%
3.1.3.1 3 3 100%
3.1.4.1 24 8 33%
3.1.4.2 23 7 30%
3.1.4.3 32 8 25%
3.1.5.1 115 135 117%
3.1.5.2 166 85 51%
3.1.5.3 11 9 82%
3.1.54 24 6 25%
3.1.55 54 20 37%
3.1.7.1 66 57 86%
3012 802 27%
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi

Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi tahun 2025

Kegiatan/Sub Kegiatan

Stakeholder Terlibat

1.1.1.1. Dokumen Tata Kelola
Kehutanan KPH dan TAHURA

Tahura - Orang Kayo
Hitam dan Tahura Bukit
Sari

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
Kementrian Kehutanan
Perwakilan
kelompok/Pemerintahan
Desa terkait, yang
berhubungan dengan
kegiatan inventarisasi
hutan

Tahura Raden Soearjo

Dalam penyusunan dokumen
tata kelola kehutanan ini,
Tahura - Orang Kayo Hitam
dan Tahura Bukit Sari sebagai
pelaksana kegiatan dalam
proses penyusunan dokumen,
Dinas Kehutanan dan
Kementrian kehutanan sebagai
bagaian dari yang memberikan
arahan dan penilaian,
sedangkan
kelompok/pemerintahan desa
terkait yang berhubungan
dengan kegiatan dengan
inventarisasi hutan berpedan
dalam Koordinasi tingkat tapak,
sedangkan Tahura Raden
Soearjo, berperan sebagai
stakeholder yang memberikan
informasi/berbagi pengalama
terkait pengelolaan Tahura.

1.1.1.2. Penyusunan revisi RPHJP

KPH tahun 2020-2029 UPTD Wilayah

Tanjab Timur

KPH Tanjung Jabung
Timur

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi - BPHL
Wilayah IV Jambi
Direktorat Jenderal
PHPL Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

KPH Tanjung Jabung Timur
sebagai pelaksana revisi
RPHJP, sedangkan koordinasi
penentuan wilayah kelola, dan
penyusunan peta tata hutan
tematik dilakukan bersama
Dinas Kehutanan Privinsi Jambi
dan Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

1.1.1.3. Penyusunan Rencana

Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan

Hutan UPTD Wilayah Kerinci

KPH Kerinci
Kementerian
Kehutanan,

Perwakilan
kelompok/Pemerintahan
Desa terkait, yang
berhubungan dengan
kegiatan inventarisasi
hutan

KPH Kerinci sebagai pelaksana
kegiatan/penyelanggara bimtek
inventarisasi hutan dan
pelaksana pengumpulan data
potensi sumber daya hutan,
sedangkan
kelompok/pemerintahan desa
terkait yang berhubungan
dengan kegiatan inventarisasi
hutan berperan dalam
koordinasi tingkat tapak

1.1.2.1. Patroli Pencegahan Karhutla

UPTD KPHP Muaro Jambi

KPH Muaro Jambi
Masyarakat Peduli Api
(MPA)

Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan
lokasi patroli

KPH Muaro Jambi sebagai
pelaksana dalam kegiatan
patroli pencegahan karhutla
rutin, dan MPA sebagai
penerima manfaat dari paket
peralatan pemadalam
kebakaran, sedangkan
Pemerintahan Desa yang
berkaitan dengan lokasi patroli
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berperan dalam koordinasi
tingkat tapak serta terlibatan
dalam penyuluhan non formal
dalam kegiatan patroli.

1.1.2.2. Patroli pengamanan tutupan
hutan alam tersisa UPTD KPHP
Muaro Jambi

KPH Muaro Jambi
Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan
lokasi patrol/pengamana
hutan

KPH Muaro Jambi sebagai
pelaksana dalam patroli
pengamanan hutan, sedangkan
Pemerintahan Desa yang
berkaitan dengan lokasi patroli
berperan dalam koordinasi
tingkat tapak serta terlibatan
dalam penyuluhan non formal
dalam kegiatan patroli.

1.1.2.3. Patroli pengendalian
kebakaran hutan dan lahan Wilayah
UPTD KPH Tanjab Timur

KPH Tanjung Jabung
Timur

PPIKHL Sumatera
KLHK

Kelompok MPA
Pemerintahan Desa

KPH Tanjung Jabung Timur
sebagai pelaksana kegiatan
patroli yang didukung dengan
proses koordinasi singkronisasi
bersama Balai Pengendalian
Perubahan Iklim dan
Kebakaran Hutan dan Lahan,
dan pengelola peningkatan
kapasitas MPA. Selian itu
Pemerintahan Desa yang
berkaitan dengan lokasi patroli
berperan dalam koordinasi
tingkat tapak serta terlibatan
dalam penyuluhan non formal
dalam kegiatan patroli.

1.1.2.4. Patroli pengamanan hutan
Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur

KPH Tanjung Jabung
Timur

Pemerintahan Desa dan
Kecematan

KPH Tanjung Jabung Timur
sebagai pelaksana kegiatan
patroli yang didukung dengan
proses sosialisasi/penyuluhan
kepada beberapa perwakilan
pemerintahan desa dan
kecamatan.

1.1.2.5. Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah
KPH Sarolangun Hulu 116.000 H

KPH Sarolangun
Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
Pemerintahan
Desa/BPD dan
Kecamatan

KPH Sarolangun sebagai
pelaksana kegiatan patroli
pengamanan kawasan,
didukung dengan proses
sosialisasi pencegahan
kerusakan hutan bersama
Pemerintahan Desa/BPD dan
Kecamatan, dan koodinasi
dilakukan bersama Dinas
Kehuatan Provinsi Jambi.

1.1.2.6. Patroli pengendalian
kebakaran hutan dan lahan Wilayah
UPTD KPH Sarolangun Hulu

KPH Sarolangun
Kelompok MPA
Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

KPH Sarolangun sebagai
pelaksana kegiatan patroli
pencegahan karhutla, kelompok
MPA dilibatkan dalam
peninhgkatan kapasitas, dan
koordinasi pencegahan dan
penanggulangan karhutla
bersama Dinas Kehutanan.
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1.1.2.7. PERLINDUNGAN,
PENGAMANAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN Wilayah TAHURA

Tahura

Polhut Dishut,
Pemerintahan Kelurahan
Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan
lokasi
patroli/pengamana
hutan

Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK)

Tahura sebagai pelaksana
kegiatan, didukung dengan
Polhut Dishut, Pemerintahan
Kelurahan untuk patrol
gabungan. Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan lokasi
patroli berperan dalam
koordinasi tingkat tapak serta
terlibat dalam penyuluhan non
formal dalam kegiatan
patroli.dan Kementrian sebagai
bagain dari Koordinasi dan
konsultasi terkait pelaksanaan
kegiatan.

1.1.2.8. Patroli pengendalian
kebakaran hutan dan lahan Wilayah
UPTD KPH Tebo Barat

1.1.2.9. Patroli pengamanan hutan
Wilayah Tebo Barat

KPH Tebo Barat
Kelompok MPA
Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

KPH Tebo Barat sebagai
pelaksana kegiatan patrol
karhutla dan pengaman
Kawasan, kelompok MPA
terlibat dalam peningkatan
kapasitas, sedangkan Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi
menjadi pusat koordinasi dan
konsultasi kegiatan yang
dilakukan.

1.1.2.10. Peningkatan fasilitasi
pengendalian kebakaran hutan dan
lahan Wilayah Tebo Timur

1.1.2.11. Fasilitasi pendukung
kegiatan pengamanan hutan wilayah
Tebo Timur

KPH Tebo Timur
Kelompok MPA
Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

KPH Tebo Timur sebagai
pelaksana kegiatan, sedangkan
kelompok MPA menjadi
penerima manfaat dari
peningkatan kapasitas dan
fasilitasi alat penanganan
karhutla, dan Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi menjadi pusat
koordinasi dan konsultasi
kegiatan yang dilakukan.

1.1.2.12. KOORDINASI,
SINKRONISASI, DAN
PELAKSANAAN
PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Wilayah UPTD Kerinci

1.1.2.13. PENCEGAHAN DAN
PEMBATASAN KERUSAKAN
KAWASAN HUTAN Wilayah KPH
Kerinci

KPH Kerinci

Kelompok MPA

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan
lokasi
patroli/pengamana
hutan dan karhutla

KPH Kerinci sebagai pelaksana
kegiatan, sedangkan Dinas
Kehutanan dan Kementrian
menjadi bagian dari proses
koodinasi dan konsultasi
kegiatan yang telah dilakukan,
kelompok MPA terlibat dalam
proses peningkatan kapasitas
MPA dan fasilitasi bantuan alat
ekonomi bagi MPA, sedangkan
pemerintahan desa terlibat
dalam penyuluhan non formal
dalam kegiatan patroli.

1.1.2.14. Pencegahan Pengamanan,
Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan,
Penanganan Konflik Tenurial Wilayah
KPH Batanghari

KPH Batang Hari
Kelompok MPA

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan
lokasi

KPH Batang Hari sebagai
pelaksana kegiatan, seperti
patroli, fasilitator media konflik
tenurial, sedangkan MPA
terlibat dalam proses
peningkatan kapasitas
kelompok Masyarakat, dan
Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi dan Kementrian
Lingkungan Hidup dan
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patroli/pengamana
hutan dan karhutla,
serta konflik

Kehutanan (Gakkum) menjadi
bagian dari proses Koordinasi
dan konsultasi kegiatan yang
telah dilakukan, sedangkan
pemerintahan desa terlibat
dalam penyuluhan non formal
dalam kegiatan patroli dan
penangan konflik tenurial.

1.1.3.1. Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan (Dishut)

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

KPH terkait
Pemerintahan Desa
terkait

Polda, BNPB,
Kelompok Masyarakat

Dinas Kehutanan sebagai
pelaksana kegiatan patroli
bersama beberapa KPH terkait
yang menjadi wilayah/target
patroli. Sedangkan Polda dan
BNPB terlibat dalam proses
pemadaman api yang dilakukan
bersama kelompok Masyarakat.
Sedangkan pemerintahan desa
terlibat dalam penyuluhan non
formal dalam kegiatan patroli.

1.1.4.1. Pencegahan dan
Pengamanan Hutan (Dishut)

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

KPH terkait

Polda Jambi
Pemerintahan Desa
terkait

Kejaksanaan Negeri
Tanjung Jabung Timur

Dinas Kehutanan sebagai
pelaksana kegiatan patroli
pengaman Kawasan hutan dan
melibatkan KPH beberapa KPH
terkait yang menjadi
wilayah/target patroli.
Sedangkan Polda Jambi dan
Kejaksanaan Negeri Tanjung
Jabung Timur terlibat dalam
proses operasi penegakan
hukum, dan koordinator
penyerahan tersangka
kejahatan kehutanan.

1.1.5.1. Perbaikan dan Peningkatan
Kualitas Data Penutupan Lahan
Provinsi Jambi (Bappeda)

Bappeda Provinsi Jambi

KLHK - Direktorat
IPSDH dan Direktorat
IGRK

KPH — Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi

Bappeda sebagai pelaksana
kegiatan yang melibatkan KPH
— Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi dalam perbaikan data
tutupan lahan, dan melibatkan
Direktorat IPSDH dan
Direktorat IGRK sebagai bagain
dari proses koordinasi dan
konsultasi perbaikan data
tutupan lahan.

1.2.1.1. Rehabilitasi Lahan Gambut
Areal Terbakar Wilayah UPTD KPHP
Muaro Jambi 25 HA

KPH Muaro Jambi
Kelompok Masyarakat

(HKm Koperasi Karisma

Tani)

KPH Muaro Jambi dan
Kelompok Masyarakat (HKm
Koperasi Karisma Tani)
sebagai pelaksana swakelola
rehabilitasi lahan gambut
seluas 25 ha dan penyusun
rancangan teknis (rantek)
penanaman

1.2.1.2. REVEGETASI
PEMELIHARAAN AREAL GAMBUT
BEKAS TERBAKAR PADA BLOK
REHABILITASI 25 HA Wilayah
TAHURA

Tahura
Kelompok masyarakat

(Kelompok Tani Gambut

Jaya Bersama)

Tahura dan Kelompok Tani
Gambut Jaya Bersama sebagai
pelaksana rehabilitasi lahan
gambut seluas 25 ha dan
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penyusun rancangan teknis
(rantek) penanaman.

1.2.1.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur 20
Ha

o KPH Tanjung Jabung
Timur

o Kelompok Masyarakat
(Parit Culum I, Teluk
Dawan, Desa Alang-
Alang, dan Muara Sabak
Ulu)

KPH Tanjung Jabung Timur
dan Kelompok Masyarakat
sebagai pelaksana rehabilitasi
lahan gambut seluas 20 ha dan
penyusun rancangan teknis
(rantek) penanaman.

1.2.2.1. KEGIATAN PELAKSANAAN
REHABILITASI DALAM KAWASAN
HUTAN NEGARA Wilayah UPTD KPH
Batanghari 30 Ha

o KPH Batang Hari

e KUPS Bersama Sepakat
Sejahtra

o Balai KPHP Yogyakarta

KPH Batang Hari dan KUPS
Bersama Sepakat Sejahtra
sebagai pelaksana rehabilitasi
lahan mineral, Balai KPHP
Yogyakarta sebagai bagian dari
informan dari proses studi
banding.

1.2.2.2. Penanaman Lahan Kritis
Wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu
10 Ha

e KPH Sarolangun
e Kelompok Tani Hutan
(KTH) Batu Tanggo

KPH Sarolangun dan Kelompok
Tani Hutan (KTH) Batu Tanggo
sebagai pelaksana rehabilitasi
lahan mineral dan penyusun
rancangan teknis (rantek)
penanaman.

1.2.2.3. Penanaman Lahan Kiritis
Wilayah UPTD KPH Tebo Barat (30
Ha)

e KPH Tebo Barat

e kelompok Hutan
Kemasyarakatan (HKM)
— KTH Sungai Duo

KPH Tebo Barat dan KTH
Sungai Duo sebagai pelaksana
rehabilitasi lahan mineral dan
penyusun rancangan teknis
(rantek) penanaman.

1.2.2.4. Penanaman Lahan Kiritis
Wilayah UPTD KPH Tebo Timur (50
Ha)

e KPH Tebo Timur
e Gapoktanhut Muara Kilis
Bersatu bersama KUPS

KPH Tebo Timur dan
Gapoktanhut Muara Kilis
Bersatu bersama KUPS Sungai

Sungai Siput Siput sebagai pelaksana
rehabilitasi lahan mineral dan
penyusun rancangan teknis
(rantek) penanaman.

1.2.2.5. Peningkatan tutupan lahan o KPH Kerinci KPH Kerinci dan Kelompok

kritis Wilayah UPTD KPH Kerinci (100
Ha)

¢ Kelompok Kerja (Pokja)
Masyarakat

Kerja (Pokja) Masyarakat
sebagi
pelaksana/penyelenggara
sekolah lapang agroforestry,
dan sebagai pelaksana
pembuatan demplot, dan
rehabilitasi di lokasi perhutanan
sosial.

1.2.2.6. Pembuatan Persemaian Bibit
untuk RHL (Dishut)

Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi

Sebagai pelaksana kegiatan

1.2.3.1. Penguatan Kapasitas MPA di
Wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi

KPH Muaro Jambi

Sebagai pelaksana kegiatan

1.2.4.1. Perlindungan dan Keamanan
Hutan TAHURA

e Tahura

¢ Kementrian Kehutanan

¢ Pemerintahan Desa
yang berkaitan dengan
lokasi
patroli/pengamana hutan

Tahura sebagai pelaksana
kegiatan perlindungan dan
keamanan hutan (patrol),
melibatkan pemerintahan desa
terlibat dalam penyuluhan non
formal dalam kegiatan patroli.
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Dan koordinasi kegiatan
dilakukan bersama Kementrian
Kehutanan.

1.2.5.1. Pelatihan dan Bantuan alat
produksi untuk KTH Wilayah UPTD
Muaro Jambi

KPH Muaro Jambi
Kelompok Tani Hutan
(KTH)/KPUS (KTH Madu
Sejahtera, KTH Maju
Bersama)

Direktorat Konservasi
Kawasan, Ditjien KSDAE
Kementerian Kehutanan

KPH Muaro Jambi sebagai
pelaksana kegiatan, yang akan
melibatkan Kelompok Tani
Hutan (KTH)/KPUS
dalam/untuk pemberian
bantuan alat pembuatan
kompos, dan KTH lainya untuk
pemberian alat ekonomi
produktif.

1.2.5.2. PELATIHAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA
KELOMPOK TANI HUTAN Wilayah
UPTD KPH Batanghari

KPH Batang Hari
Kelompok Masyarakat
(Koperasi HTR Alam
Sumber Sejahtera,
KUPS Bersama Sepakat
Sejahtera, Koperasi
Hijau Tumbuh Lestari,
KTH Berkah Jaya dan
KTH Bungin Mandiri,
HKm KTH Pematang
Indah)

KPH Batang Hari dan
Kelompok masyarakat sebagai
pelaksana/fasilitasi,
pembinaan/peningkatan
kapasitas kelembgaan dan
usaha kelompok tani hutan.

1.2.5.3. Fasilitasi Peningkatan KUPS
Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur

KPH Tanjung Jabung
Timur

Kelompok Tani Hutan
(KTH) (KTH Maju
Bersama, KTH Makarti
Mulyo, KTH Gemah
Ripah Loh Jinawi, KTH
Karya Baru, KTH Sugi
Mukti)

KPH Tanjung Jabung Timur
dan Kelompok Tani sebagai
pelaksana/penyelenggara dan
terlibat dalam
bimtek/peningkatan kapasitas
kelompok, terlibat dalam
penyusunan RKPS.

1.2.5.4. Penyiapan dan
Pengembangan Perhutanan Sosial
Wilayah UPTD Sarolangun Hulu (500
ha)

KPH Sarolangun
Kelompok masyarakat
Desa Datuk Nan Duo
Kelompok masyarakt
lainnya (KMPA Desa
Meribung, KTH Puding
Emas, KTH Harapan
Jaya, KTH Temulun
Betuah, KMPA Desa
Muara Cuban, KMPA
Desa Napal Melintang,
KUPS Madu Sati)

KPH Sarolangun sebagai
pelaksana kegiatan dan
memfasilitasi masyarakat Desa
Datuk Nan Duo untuk usulan
perhutanan sosial, dan KMPA
mendapatkan manfaat/fasilitas
paket bantuan peralatan
ekonomi produktif.

1.2.5.5. Penguatan Kelembagaan dan
Usaha Kelompok Tani Hutan Wilayah
UPTD Sarolangun Hulu

KPH Sarolangun

KTH Puding Emas
Bemban, KTH Harapan
Jaya, KTH Temulun
Betuah (Bantuan alat
ekonomi produktif), KTH
di Desa Tambak Ratu
dan Desa Sungai
Bemban (penguatan
kelembagaan dan
usaha)

KPH Sarolangun sebagai
pelaksana dalam peningkatan
kapasitas pengelolaan hutan
lestari (PHL) wilayah UPTD
KPH Sarolangun Hulu yang
melibatkan kelompok tani hutan
untuk bantuan alat ekonomi
produktif dan penguatan
kelembagaan dan usaha

41




Kegiatan/Sub Kegiatan

Stakeholder Terlibat

@ # bodh

N5
W

1.2.5.6. Penguatan Kelembgaan dan
Usaha KTH Wilayah KPH Tebo Timur

KPH Tebo Timur

Sebagai pelaksana kegiatan

1.2.5.7 PENYIAPAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUTANAN
SOSIAL Wilayah UPTD Kerinci

o KPH Kerinci

e KUPS Arrahman, KUPS
Bukit Lonceng, KUPS
Rukun Jaya, KUPS Putri
Gelampeh, KUPS Rukun
Jaya, KUPS Putri
Gelampeh

o Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK)

e Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

KPH Kerinci sebagai pelaksana
kegiatan dengan melibatkan
kelompok Masyarakat/
kelompok usaha perhutanan
sosial untuk
pelatihan/penguatan
kelembagaan dan pengelolaan
dan pengembangan usaha,
sedangkan Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi dan
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) (Balai
Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan
(BPSKL)) menjadi bagian dari
proses koordinasi dan
konsultasi yang dilakukan
terkiat pelaksanaan kegiatan
ditingkat tapak.

1.2.5.8 Perhutanan Sosial (Dishut)

e Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

e Masyarakat hukum adat
dari Kabupaten
Sarolangun, Bungo,
Kerinci, dan Merangin

¢ Ditjen PHL Kementerian
Kehutanan

o Kelompok Perhutanan
Sosial

e PBPH

Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi sebagai pelaksana
dalam kegiatan penguatan
perhutanan sosial, dengan
melibatkan perwakilan
Masyarakat hukum adat dari
Kabupaten Sarolangun, Bungo,
Kerinci, dan Merangin, untuk
kegiatan bimtek) pengelolaan
Hutan Adat. Selian itu
Kelompok PS dilibatkan dalam
proses kegiatan pembentukan
Ganis HHBK, selain itu PBPH
dilibtakan dalam kegiatan
sosialisasi sertifikasi PHPL bagi
pemegang izin PBPH.

1.2.6.1. FGD NCB (Dinas LH)

¢ Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi

e Kementrian Lingkungan
Hidup

Dinas Lingkungan Hidup
sebagai pelaksana kegiatan
dalam penyusunan dokumen
NCB yang melibatkan
Kementrian Lingkungan Hidup
menjadi bagian koordinasi dan
konsultasi.

1.2.7.1. Pengelolaan Daerah
Penyangga di Kawasan Bernilai
Ekosistem Penting Kewenangan
Daerah Provinsi (Dishut)

¢ Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi

e BKSDA Jambi

o Masyarakat peduli KEE

Dinas Kehutanan sebagai
pelaksanana kegiatan
pengelolaan KEE, yang
melibatkan BKSDA Jambi
sebagai bagian dari
narasumber, dan melibatkan
kelompok masyarat pedulu
KEE dibeberapa lokasi untuk
pelatihan dan sosialisasi.
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2.1.1.1. BINTEK DAN PELATIHAN
DESA PROKLIM (21 DESA) (Dinas
LH)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi
Perwakilan
Pemerintahan
Desa/Kelompok Iklim
terkait

Sebagai pelaksana kegiatan

2.1.2.1. PEMBINAAN DESA
PROKLIM (30 DESA) (Dinas LH)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi
Perwakilan
Pemerintahan
Desa/Kelompok Iklim
terkait (32 Desa)
Kelompok iklim
(Sekolah, SMAN 8,
SMAN 5, dan SMPN 6
Merangin)

Dinas Lingkungan Hidup Provisi
Jambi sebagai pelaksana
dalam kegiatan pembinaan
proklim untuk 32 desa, yang
melibatkan perwakilan
Pemerintahan Desa/Kelompok
Iklim, selian itu kelompok iklim
(sekolah) terlibat dalam
verifikasi dan penilaian sekolah
Adiwiyata Mandiri dan
Nasional.

2.1.3.1. WORKSHOP PENYUSUNAN
PETA JALAN PROKLIM (Dinas LH)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi
Direktorat Jenderal
Pengendalian
Perubahan Iklim dan
Tata Kelola Nilai
Ekonomi Karbon KLH
Balai PPI Wilayah
Sumatera

PT WKS

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi pelaksana
dalam kegiatan workshop yang
melibatkan Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan lklim
dan Tata Kelola Nilai Ekonomi
Karbon KLH, Balai PPl Wilayah
Sumatera, PT WKS sebagai
narasumber dalam kegiatan
tersebut.

2.1.4.1. BINTEK VERIFIKATOR
PROKLIM (Dinas LH)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi

Sekolah limu
Lingkungan Universitas
Indonesia (PPSML SIL
ul

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi sebagai peserta
dalam kegiatan diklat Amdal
Dasar yang diselenggarakan
oleh PPSML SIL UL

3.1.1.1. Penyusunan Dokumen
Rencana Aksi REDD+ (Bappeda)

Bappeda Provinsi Jambi
Direktorat Mitigasi
Perubahan Iklim
Kementerian
Lingkungan Hidup

Bappeda Provinsi sebagai
pelaksana dalam kegiatan
penyusunan dokumen ini,
dengan melibatkan Kementrian
Lingkungan Hidup sebagai
bagian dari koordinasi dan
supervisi.

3.1.2.1. Penyusunan Benefit Sharing
Plan (Bappeda)

Bappeda Provinsi Jambi
unit pengelola hutan
(KPH Muaro Jambi,
UPTD Tahura, KPH
Batanghari, KPH
Tanjung Jabung Timur,
KPH Tebo Barat, KPH
Tebo Timur, KPH
Sarolangun, KPH
Kerinci)

Bappeda Provinsi Jambi
sebagai pelaksanan kegiatan
dalam proses penyusunan
dokumen BSP, dengan
melibatkan beberapa unit
pengelola hutan dengan
membahas rancangan
mekanisme pembagian
manfaat yang adil dan
transparan bagi para pemangku
kepentingan.

3.1.3.1. Register aksi dalam SRN PPI
(Bappeda)

Bappeda Provinsi Jambi
Direktorat Inventarisasi
Gas Rumah Kaca

Bappeda Provinsi Jambi
berperan sebagai pelaksana
kegiatan registrasi aksi dalam
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(IGRK) Kementerian
Lingkungan Hidup

SRN PPI Provinsi Jambi,
dengan melaksanakan
koordinasi dan sinkronisasi
terkait registrasi aksi perubahan
iklim di Provinsi Jambi melalui
aplikasi SRN PPI yang dikelola
oleh Direktorat Inventarisasi
Gas Rumah Kaca (IGRK),
Kementerian Lingkungan
Hidup.

3.1.4.1. FGD Penyusunan DOKUMEN
SAFEGUARD (Dinas LH)

¢ Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi

e Bappeda dan Dinas

Kehutanan Provinsi
Jambi

Dinas Lingkungan Hidup
sebagai pelakasana kegiatan
dangan melibatkan stakeholder
lain yaitu Bappeda dan Dinas
Kehutanan sebagai bagian
peserta FGD.

3.1.4.2. BINTEK ASISTENSI
DOKUMEN SAFEGUARD (Dinas LH)

¢ Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi

e Bappeda dan Dinas

Kehutanan Provinsi
Jambi

Dinas Lingkungan Hidup
sebagai pelaksana
kegiatan/menfasilitasi kegaitan
bimtek dengan melibatkan
Bappeda dan Dinas Kehutanan
sebagai bagian peserta bimtek.

3.1.4.3. Pengisian Sistem Informasi
Safeguards (SIS REDD+) (Dinas LH)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi

Sebagai pelaksana kegiatan

3.1.4.4. FPIC (Dinas LH)

¢ Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi

e Perwakilan Desa (20

desa)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi sebagai
pelaksana kegiatan yang
melibatkan 20 desa dalam
Persetujuan Atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa
Paksaan (Padiatapa) dalam
rangka pelaksanaan program
Green Climate Fund (GCF).

3.1.5.1. PENYUSUNAN KLHS
RPJMD Provinsi Jambi (Dinas LH)

¢ Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi

¢ Pemerintah Kab/Kota

terkait

e Tenaga Ahli

Dinas Lingkungan Hidup dan
tenaga ahli sebagai tim
penyusun dokumen KLHS
RPJMD, penyelenggara
konsultasi publik, dan
melibatkan Pemerintah
Kab/Kota terkait dalam ground
check data daya dukung
lingkungan/ melalui
inventarisasi dan pembaruan
Surat Keputusan (SK) D3TLH
di beberapa kabupaten/kota.

3.1.5.2. Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi Lintas Sektor (Bappeda)

e Bappeda Provinsi Jambi

e Perwakilan masyarakat

adat

Bappeda sebagai pelaksana
kegiatan untuk oordinator
penguatan kelembagaan lintas
sektor, dan tim sinkronisasi
kebijakan NDC daerah dengan
nasional.
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Kegiatan/Sub Kegiatan

3.1.5.3. Monitoring dan Evaluasi
Capaian Output dan Outcome GCF
(Bappeda)

Stakeholder Terlibat

Bappeda Provinsi Jambi
KPH terkait

N5
W

Bappeda Provinsi Jambi
sebagai pelaksana kegiatan
monev

3.1.5.4. KEGIATAN MONEV
SAFEGUARD GCF (Dinas LH)

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi
KPH terkait

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi sebagai
pelaksana monev safeguard

3.1.5.5. Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi terkait Folu Net Sink
(Dishut)

Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi
KPH terkait

Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi sebagai pelaksana
kegiatan

3.1.6.1. Operasional Lembaga
Perantara (LEMTARA)

Yayasan Penabulu

Sebagai
pelaksana/adminsitratur untuk
proyek GCF Output 2 Provinsi
Jambi

3.1.7.1. Dukungan Kebijakan NDC di
Tingkat Subnas (Bappeda)

Bappeda Provinsi Jambi
KPH terkait

Bappeda Provinsi Jambi
sebagai pelaksana kegiatan

45



N
W6

Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi

Provinsi

Kategori

Media

Tanggal

Berita

Publikasi

Jambi  |Artikel Online|Kick Off Implementasi RBP Jambi 25 November |https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-
2024 berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/
Jambi  |Artikel Online|Kick Off Implementasi RBP Jambi 25 November |https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-
2024 jambi.html

Jambi  |Artikel Online |Pemprov Jambi komitmen implementasikan | 26 November |https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-
konsep REDD+ 2024 implementasikan-konsep-redd-

Jambi  |Artikel Online [Jambi Perkuat Komitmen Ekonomi Hijau 25 November |https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-
Melalui Kick-Off Meeting RBP REDD+ 2024 melalui-kick-meeting-rbp-redd

Jambi  |Artikel Online | Pemkot Jambi Dukung Pertumbuhan 25 November |https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-
Ekonomi Hijau 2024 pertumbuhan-ekonomi-hijau

Jambi  |Artikel Online | Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pj 26 November |https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-
Wali Kota Jambi Hadiri Kick-Off Meeting 2024 jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/
RBP REDD+ GCF

Jambi  |Artikel Online|Sekda Jambi Buka Meeting Result Based 26 November |https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-
Payment (RBP) Green Climate Fund di Kota 2024 result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi
Jambi

Jambi  |Artikel Online|Bappeda Sosialisasikan Tahap RBP: 8 Oktober | https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-
Pemprov Jambi Komitmen Implementasikan 2024 rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/
REDD+

Jambi  |Video Online [KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF 25 November |KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI ||
OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI || DIBUKA 2024 DIBUKA RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI SUDIRMAN
RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI
SUDIRMAN

Jambi  |Artikel Online |Bappeda Provinsi Jambi Gelar Sosialisasi 9 Oktober |https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-
Tahap RBP 2024 tahap-rbp/

Jambi  |Video Online | Koordinasi Pendampingan Persiapan 13 Desember |https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSOnY/
Pelaksanaan Kegiatan Program RBP 2024
REDD+ GCF Output 2 di wilayah kerja
UPTD KPHP Kerinci Unit

Jambi  |Video Online |Kegiatan Pembahasan Hasil Monitoring Dan | 22 Mei 2025 |https://www.instagram.com/reel/DJBWRYZNORI/

Evaluasi Program RBP REDD+ GCF Output
2 Provinsi Jambi Semester 1
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https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/
https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/
https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html
https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html
https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-
https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-
https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd
https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd
https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau
https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau
https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/
https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/
https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi
https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi
https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/
https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/
https://www.youtube.com/watch?v=nw6inlpzub0
https://www.youtube.com/watch?v=nw6inlpzub0
https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/
https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/
https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSOnY/
https://www.instagram.com/reel/DJ8WRYZN0Rl/




